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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada segenap 

masyarakat diantaranya memberikan perlindungan atas terjadinya gangguan terhadap 

kehidupan dan penghidupan akibat bencana. Hal inilah yang mendasari bahwa bidang 

penanggulangan bencana yang terdapat dalam urusan ketenteraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat menjadi salah satu urusan yang wajib diberikan 

oleh Pemerintah kepada setiap warga masyarakat, yang merupakan salah satu 

perencanaan pembangunan yang terencana dan terkoordinasi. 

Kompleksnya bencana di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik 

Indonesia, megapolitan maupun pusat pertumbuhan dan pembangunan, 

membutuhkan sebuah perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan 

menyeluruh. Rencana penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta akan menjadi 

pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam lima tahun 

mendatang. Baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun 

masyarakat. Dimulai dari pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman 

tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, tindakan 

pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan, 

dampak bencana dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. 

Telah cukup banyak inisiatif masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di 

Provinsi DKI Jakarta, khususnya banjir. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai 

bentuk kegiatan,dari mulai penyadaran masyarakat, pemetaan kawasan rawan 

bencana, membuat dan menyiapkan jalur evakuasi, peringatan dini banjir, membentuk 

kelompok siaga bencana dan lain sebagainya. Demikian juga yang dilakukan 

pemangku kepentingan lain seperti sektor swasta maupun kelompok-kelompok 

masyarakat lainnya. Inisiatif ini perlu terus didorong dan dikembangkan. Pelibatan 

seluruh komponen pemangku kepentingan dalam perencanaan merupakan bagian 

dari upaya mensinergiskan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Rencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini merupakan wujud dari 

upaya pemerintah daerah terkait untuk merumuskan program-program kegiatan dan 

fokus prioritas penanggulangan bencana. Prioritas penanggulangan bencana ini 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiis-eK34nSAhUJqI8KHbkzBRQQjRwIBw&url=https://fajarglorian.wordpress.com/2013/01/23/arti-lambang-provinsi-dki-jakarta/&bvm=bv.146786187,d.c2I&psig=AFQjCNEkrQfOtLkY0SykbNfUb1wuUStKEA&ust=1486960873671378


Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 

 

2 
 

diharapkan menjadikan kota dan masyarakat Jakarta tahan terhadap ancaman 

bencana, oleh karena itu perlu direncanakan dengan baik upaya-upaya yang akan 

dilakukan untuk membentuk kota dan masyarakat Jakarta yang berketahanan melalui 

berbagai program dan kegiatan terutama program pengelolaan resiko bencana dalam 

upaya tindakan-tindakan mengurangi resiko bencana. 

Sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan 

bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif 

Sesuai pasal 272 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, 

menyatakan bahwa : 

(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada 

RPJMD 

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan 

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 

Sebagai perangkat daerah, BPBD Provinsi DKI Jakarta merupakan organisasi 

perangkat daerah pelaksana Sub Urusan bencana dan wajib menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 sesuai tugas dan 

fungsinya. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 

selama lima tahun. Penyusunan Renstra juga memperhitungkan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan kendala internal organisasi BPBD Provinsi DKI Jakarta. 

 

1.2 Landasan Hukum  

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi 

penyusunan Renstra BPBD  Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;      

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan 

Penanggulangan Bencana;  

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana; 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 tahun 2008 tentang Manajemen Logistik dan 

Peralatan Penanggulangan Bencana; 

9.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat; 

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) 2030; 

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah 2005-2025; 

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017 – 2022; 

13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2015 tentang 

Penyusunan, Penetapan, Penerapan Dan Rencana Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana; 

14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi 

dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan; 

16. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan 

Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; 

17. Surat Edaran Gubernur Nomor 34/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2022. 

18. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penyusunan 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah Tahun 2017-

2022 Dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 

Pada Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah.  
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1.3     Maksud dan Tujuan  

Rencana Strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan maksud untuk 

menjabarkan pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dari 

Gubernur terpilih yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi DKI 

Jakarta. 

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis BPBD Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2018-2022 adalah untuk: 

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan 

penanggulangan bencana daerah Provinsi DKI Jakarta; 

2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur BPBD Provinsi DKI 

Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola 

pencapaian sasaran RPJMD;  

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi 

DKI Jakarta setiap tahunnya; 

4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja 

BPBD Provinsi DKI Jakarta;dan 

5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Provinsi 

DKI Jakarta Tahun 2018-2022. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis BPBD Tahun 2018-2022 sebagai 

berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, 

serta sistematika penulisan. 

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BPBD PROVINSI DKI JAKARTA 

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, 

kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan 

dalam pengembangan pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta. 

BAB 3  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan 

visi, misi, dan program Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2022, telaahan 

Renstra OPD, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta penentuan isu-

isu strategis. 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiis-eK34nSAhUJqI8KHbkzBRQQjRwIBw&url=https://fajarglorian.wordpress.com/2013/01/23/arti-lambang-provinsi-dki-jakarta/&bvm=bv.146786187,d.c2I&psig=AFQjCNEkrQfOtLkY0SykbNfUb1wuUStKEA&ust=1486960873671378


Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 

 

5 
 

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN  

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra BPBD Provinsi DKI 

Jakarta 2018-2022 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD 

Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 sebagai indikasi keberhasilan Kepala 

Pelaksana BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi. 

BAB 5  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah 

guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 

2018-2022. 

BAB 6  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Menjelaskan tentang program dan kegiatan BPBD Provinsi DKI Jakarta 

2018-2022 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar 

selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis. 

BAB 7  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi 

BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi 

DKI Jakarta 2018-2022.  

BAB 8  PENUTUP 
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BAB 2 
GAMBARAN PELAYANAN  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
 PROVINSI DKI JAKARTA 

 

Capaian kinerja pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2018-

2022 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan 

BPBD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2022 diperlukan sebagai panduan 

dalam menyusun kebijakan strategis BPBD Tahun 2018-2022 terutama untuk 

mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan 

yang dibuat dapat mencapai tujuan BPBD secara efektif dan efisien. 

Gambaran pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2022  

fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan 

periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta 

hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan 

datang. 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi DKI Jakarta 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana  Daerah dan 

Peraturan Gubernur Nomor 296 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT 

Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang bencana. 

2.1.1 BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Tugas : 

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah 

Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup 

pencegahan bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara adil serta 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan; 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ; 

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;  

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; 

f. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah  
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setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 

darurat bencana; 

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; 

dan 

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

2.1.2  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  BPBD menyelenggarakan  

Fungsi : 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan 

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terpadu dan menyeluruh. 

2.1.3 Sesuai   dengan   Peraturan  Gubernur Nomor 260    Tahun 2016,   susunan 

organisasi BPBD terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Pengarah;  

c. Pelaksana; 

d. Satuan Pelaksana Provinsi; dan  

1).  Kepala BPBD mempunyai tugas : 

a). Memimpin  dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

BPBD;  

b).  Mengembangkan kerjasama kemitraan Penanggulangan Bencana 

dengan berbagai pihak pemangku kepentingan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

c). Mengoordinasikan, mengomando, melaksanakan, mengendalikan 

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana; 

d).  Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur; 

e).  Membentuk dan menetapkan komando Tanggap Darurat Bencana; 

f). Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat 

dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

g).  Menyampaikan laporan Penanggulangan Bencana kepada Gubernur 
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dan Kepala BNPB; dan 

h). Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas  dan 

fungsi BPBD. 

2).  Pengarah  

Pengarah merupakan bagian dari BPBD dalam perumusan kebijakan 

pemantauan dan evaluasi Penanggulangan Bencana. 

Tugas : 

a).  Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada 

Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. 

b). Untuk    melaksanakan   tugas sebagaimana dimaksud, Pengarah 

menyelenggarakan fungsi : 

3).  Pelaksana 

Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana 

secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca 

bencana 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Pelaksana menyelenggarakan 

fungsi : 

a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

BPBD. 

b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran BPBD. 

c) Pengelolaan   kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan 

pelaksana. 

d) Pengoordinasian,   pelaksanaan dan pengendalian 

penanggulangan bencana. 

e) Penyusunan   dan   pengoordinasian     regulasi/kebijakan teknis 

penanggulangan bencana. 

f) Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan. 

g) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. 

h) Pengoordinasian dan komando operasional kegiatan 

penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat 

dan pasca bencana. 
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i) Pengelolaan pendayagunaan sumber daya manusia, logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana. 

j) Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD terkait. 

k) Pelaksanaan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik 

dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pada pasca 

bencana. 

l) Pelaksanaan      pengelolaan  data, informatika, komunikasi, 

layanan panggilan darurat dan  pengembangan basis data, serta 

sistem informasi dibidang penanggulangan bencana. 

m) Pengoordinasian   dan harmonisasi  penyusunan rencana kerja dan 

anggaran penanggulangan  bencana oleh SKPD/IKPD terkait. 

n) Pengelolaan pusat pengendali operasi (Pusdalops) 

penenggulangan bencana. 

o) Pengembangan  kerjasama dan kemitraan penanggulangan 

bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan 

penanggulangan bencana. 

p) Pengusulan pembentukan komando tanggap dan pengusulan 

penetapan tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk 

dilanjutkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur. 

q) Pembentukan   dan pengerahan Tim Reaksi Cepat 

Penanggulangan Bencana. 

r) Fasilitasi penyusunan program kerja dan dan laporan serta 

pelaksanaan tugas dan fungsi pengarah. 

s) Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan 

barang dan 

t) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas serta fungsi 

BPBD serta penyampaian laporan penanggulangan bencana 

kepada Gubernur dan Kepala BNPB. 

4).  Susunan organisasi pelaksana terdiri dari : 

a).  Kepala pelaksana 

b).  Sekretariat, terdiri dari : 
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(1). Subbagian Umum dan Kepegawaian 

(2). Subbagian Program dan Anggaran dan 

(3). Subbagian Keuangan 

c).  Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari : 

(1). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga 

(2). Seksi Pencegahan dan 

(3). Seksi Kesiapsiagaan  

d).  Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri : 

(1). Seksi Pengendalian dan Operasi 

(2). Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi dan 

(3). Seksi Logistik dan Peralatan. 

e).  Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari : 

(1). Seksi Perhitungan Kerusakan 

(2). Seksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik dan 

(3). Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi. 

f).  Unit Pelaksana Teknis dan 

g).  Kelompok Jabatan Fungsional 

5).  Kepala Pelaksana  

Tugas : 

a). Memimpin dan  mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

pelaksana. 

b).  Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang 

dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

c).  Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pengarah. 

d).  Menyediakan,menatausahakan, menggunakan, memelihara dan 

merawat sarana dan prasarana kerja. 

e). Melakukan pengelolaan    Kepegawaian, Keuangan, Barang dan 

Ketatausahaan Pelaksana. 

f). Menyusun kebijakan/regulasi dibidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi 

dan data, informasi dan komunikasi. 

g).  Melakukan  hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait 

dalam tahap pra, saat dan pasca bencana. 
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h). Mengembangkan Koordinasi kerjasama dan kemitraan 

penanggulangan bencana dengan pihak terkait. 

i). Mengendalikan operasi penanganan darurat dan penanganan 

pengungsi saat terjadi bencana. 

J). Mengusulkan pembentukan sistem komando tanggap darurat 

bencana Kepada Kepala BPBD. 

k).  Mengusulkan Pembentukan komando tanggap darurat bencana 

kepada Kepala BPBD, untuk diteruskan Kepada Gubernur. 

l).  Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala 

BPBD untuk diteruskan Kepada Gubernur. 

m).  Melaksanakan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik 

dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pada pasca bencana. 

n). Melaksanakan pengelolaan data, informatika, komunikasi, layanan 

panggilan darurat dan pengembangan basis data, serta sistim 

informasi dibidang penanggulangan bencana. 

o).  Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kegiatan pra, saat dan pasca bencana mengusulkan penetapan 

keadaan menghimpun dan menyusun laporan kepala BPBD Kepada 

Gubernur dan 

p).  Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi pelaksanan. 

6).  Sekretariat 

Sekretariat merupakan unit kerja staf Pelaksana. Sekretariat dipimpin oleh 

seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Pelaksana. 

Tugas : 

Melaksanakan administrasi BPBD yakni Pengarah dan Pelaksana. 

Fungsi : 

a).  Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran 

Sekretariat; 

b). Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Sekretariat; 

c). Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan 
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anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD; 

d). Pelaksanaan   monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

dokumen pelaksanaan anggaran BPBD; 

e). Pelaksanaan pengelolaan Kepegawaian, Keuangan dan barang; 

f).  Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat; 

g).  Pengelolaan kearsipan BPBD; 

h). Pelaksanaan upacara dan pengaturan acara BPBD; 

i).  Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD; 

j).   Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengarah; 

k). Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja kegiatan dan 

akuntabilitas BPBD; 

l). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat. 

7).  Bidang   Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unit kerja lini 

pelaksana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Pelaksana. 

Tugas :  

Melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan 

Bencana. 

Fungsi : 

a).  Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. 

b). Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. 

c). Penyusun kebijakan/regulasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan 

pada pra bencana, serta pemberdayaan masyarakat. 

d). Penyusunan   kebijakan    pencegahan  dan kesiapsiagaan serta 

pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada pra bencana. 

e). Pengkoordinasian   dan   pelaksanaan  kebijakan pencegahan dan 

kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada 

pra bencana. 
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f).  Pelaksanaan  hubungan kerja pencegahan dan kesiapsiagaan serta 

pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada pra bencana. 

g). Pemantauan,  evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan 

lembaga pada pra bencana. 

h).  Pelaksanaan  hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait 

dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana 

serta pemberdayaanmasyarakat. 

i).  Pelaksanaan perencanaan, pencegahan dan pengurangan resiko 

bencana dan 

j). Pelaporan   dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. 

8).  Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Bidang Kedaruratan dan Logistik  merupakan unit kerja lini pelaksana 

BPBD. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Pelaksana. 

 
Tugas :  

Melaksanakan penanganan kedaruratan, penanganan pengungsi dan 

pengelolaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana. 

Fungsi :  

a).  Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Bidang Kedaruratan dan Logistik. 

b). Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Kedaruratan dan Logistik. 

c).  Penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana 

pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistik dan peralatan. 

d). Pengoordinasian   dan    pelaksanaan  kebijakan/regulasi di bidang 

penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, 

penanganan pengungsi dan dukungan logistik peralatan. 
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e). Pengomando   pelaksanaan penanggulangan pada keadaan darurat 

bencana. 

f).  Pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat penanggulangan 

bencana. 

g). Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana 

pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistik dan peralatan. 

h). Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat 

bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan 

peralatan. 

i).  Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, 

kerugian, kebutuhan dan sumberdaya. 

j). Pengajuan usul penetapan Sistim Komando Darurat Bencana. 

k). Pengusulan   penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala 

Pelaksana BPBD, untuk diusulkan oleh Kepala BPBD Kepada 

Gubernur. 

l).  Pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumberdaya manusia, 

peralatan dan logistik penanggulangan bencana pada keadaan 

darurat bencana. 

m).  Penyediaan buffer stock kebutuhan logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 

n).  Penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan 

peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana. 

o).  Pengoordinasian pemulihan darurat prasarana dan sarana vital. 

p). Pengoordinasian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana. 

q). Pengoordinasian penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana 

dan 

r).  Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Kedaruratan dan Logistik. 

9).  Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Bidang Rehabilitasi  merupakan unit kerja lini pelaksana BPBD.   Bidang   
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Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Pelaksana. 

 
Tugas :  

Melaksanakan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan 

pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi. 

 
Fungsi :  

a).  Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

b).  Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi . 

c).  Penyusunan kebijakan/regulasi Pasca Bencana. 

d). Pengkoordinasian kebijakan Pasca Bencana. 

e). Pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait 

lainnya pada Pasca Bencana. 

f).  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/ 

regulasi  Pasca Bencana. 

g).  Pelaksanaan  assessment/penaksiran  kerusakan dan kerugian serta 

kebutuhan Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kerja 

cepat dan/atau data lainnya. 

h).  Pengkajian kebutuhan Pasca Bencana. 

i).  Penyusunan rencana aksi penilaian kerusakan, pemulihan dan 

peningkatan fisik serta pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi 

Pasca Bencana. 

j).  Pengoordinasian, pendampingan dan atau pembinaan serta 

pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah 

bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan 

perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan 

resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan 

dan ketertiban dan fungsi pelayanan. 

k). Pengoordinasian pendampingan, dan atau pembinaan serta 

pelaksanaan rekonsiliasi meliputi pembangunan prasarana dan 
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sarana termasuk sarana sosial masyarakat, penerapan rancang 

bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, 

budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta 

lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. 

l).  Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan 

fungsi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. 

10).  UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 296 tahun 2016 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi 

Kebencanaan pada Pasal 3 dan 4, Tugas dan Fungsi PDIK terdiri dari : 

PDIK merupakan Unit Pelaksana Teknis BPBD dalam pengelolaan data, 

informasi dan dokumen kebencanaan.  

PDIK dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. PDIK mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan dokumen 

kebencanaan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada, 

PDIK menyelenggarakan fungsi : 

a).  penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PDIK;  

b). pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen 

pelaksanaan  anggaran PDIK;  

c).  penyusunan, penentuan dan penginformasian peta kebencanaan;  

d).  pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pengendalian data 

spasial dan statistik; 

e). penyusunan, pemeliharaan dan pengembangan basis data 

kebencanaan;  

f).  penyusunan, pelaksanaan standar dan prosedur operasional data, 

informatika dan komunikasi kebencanaan serta prasarana dan sarana 

informatika Bencana;  

g).  penyusunan dan pengelolaan operasional, ketersediaan, kelaikan dan 

kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana; 

h).  penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan 

pelaporan data dan informasi kebencanaan; 
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i).  pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Gubernur setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap 

saat dalam kondisi darurat bencana; 

j).  pengembangan sarana prasarana informasi dan komunikasi; 

k). pengelolaan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kebencanaan 

Penanggulangan Bencana;  

l).  penyajian publikasi dan diseminasi data dan informasi di bidang 

kebencanaan;  

m). Pengelolaan   sistem   informasi    peringatan     dini   bencana kepada 

masyarakat;  

n).  pelaporan informasi dini kepada Kepala BPBD dan/atau kepada 

Gubernur mengenai bencana pada keadaan tertentu di mana kejadian 

bencana membutuhkan penanganan segera; 

o).  pelaksanaan    fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap 

Pemerintah Daerah; 

p).  penyusunan laporan harian, bulanan dan tahunan layanan nomor 

tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112 kepada masyarakat; 

q).  pengelolaan sistem/aplikasi call center Jakarta Siaga 112; 

r).  pengelolaan infrastruktur sistem/aplikasi call center Jakarta Siaga 

112; 

s). pengumpulan, pengolahan, pengkajian, pelaporan, penyajian dan 

tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat; 

t). pengelolaan   kepegawaian, keuangan dan barang PDIK;  

u).  pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PDIK; 

v).  pengelolaan kearsipan data dan informasi PDIK; 

w). pelaksanaan   pengelolaan teknologi informasi PDIK; 

x).  pengelolaan prasarana dan sarana PDIK;  

y). pelaksanaan  publikasi kegiatan dan pengaturan acara PDIK; dan  

z).  pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

PDIK. 
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2.2 Bagan susunan Organisasi BPBD : 
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2.3 Sumber Daya SKPD  

2.3.1.  Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari : 

Jumlah Aparatur Sipil Negara BPBD Provinsi DKI Jakarta periode Juli 2021 

sebanyak 65 orang dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebanyak 326 

orang. 

 

Berdasarkan pada data diatas bahwa distribusi ASN BPBD Provinsi DKI 

Jakarta terdapat 18 persen di sekretariat, 23 persen di bidang pencegahan 

dan kesiapsiagaan, 22 persen di bidang kedaruratan dan logistik, 15 persen 

di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, serta 22 persen di UPT Pusat Data 

dan Informasi Kebencanaan. 
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Sekretariat Bidang 1 bidang 2 bidang 3 UPT

15%

15%

47%

23%

Grafik Kategori Pendidikan

sma d3 s1 s2

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiis-eK34nSAhUJqI8KHbkzBRQQjRwIBw&url=https://fajarglorian.wordpress.com/2013/01/23/arti-lambang-provinsi-dki-jakarta/&bvm=bv.146786187,d.c2I&psig=AFQjCNEkrQfOtLkY0SykbNfUb1wuUStKEA&ust=1486960873671378


Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 

 

20 
 

Distribusi pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta menurut tingkat pendidikan 

menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat 

pendidikan S1 ke atas dengan proporsi: S1 sebesar 47 persen, S2 sebesar 23 

persen. Dengan kata lain, 70 persen pegawai BPBD adalah mereka yang telah 

menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 sehingga memiliki kompetensi untuk 

mengidentifikasi permalasahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk 

menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat 

dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan terutama 

dalam menggunakan data dan informasi, menemukenali permasalahan, dan 

membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 

Pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta yang berada di kelompok umur lebih dari 50 

tahun, yaitu 32 persen atau 22 orang. Sedangkan kelompok umur yang paling 

banyak adalah kelompok umur 20 - 49 tahun, yaitu sebesar 68 persen. Hal ini 

merupakan potensi yang dimiliki BPBD dan masih dimungkinkan dapat 

ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana. 

 
1.3.2. Aset / Modal  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

menunjang pekerjaan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan organisasi, sedangkan 

prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu 

proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan 

19%

22%

27%

32%

Kategori Usia PNS BPBD

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 58
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prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau 

administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, 

upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara 

serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

Tabel 2.1.  Aset/Modal Penunjang Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta 

No Unit Kerja Jumlah Aset 

1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI 

Jakarta 

1012 

2 Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi 

Kebencanaan  

401 

 
2.4  Kinerja Pelayanan SKPD  

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tupoksi 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

2.4.1. Pencapaian target kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 

s.d 2017 tercapai secara kuantitatif. Hal ini terlihat dari jumlah sasaran 

setiap tahun, baik peningkatan jumlah kapasitas, penerapan regulasi, 

pelaksanaan koordinasi maupun penanganan tanggap darurat dapat 

terlaksana. Namun masih banyak ditemukan   permasalahan-

permasalahan   yang perlu mendapatkan evaluasi, yaitu :  

a. Peningkatan kapasitas masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan 

melihat makin beragam dan tingginya intensitas bencana. 

b. Belum terpenuhinya kebijakan/pedoman yang mengatur 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

c. Masih perlunya peningkatan koordinasi yang terpadu antar lembaga 

dalam penanganan bencana. 

d. Masih perlunya peningkatan kapasitas petugas pada saat tanggap 

darurat dan pasca bencana. 

e. Perlunya peningkatan pemahaman SKPD teknis dalam 

penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

f. Perlunya pengembangan kapasitas pusat data dan informasi. 

g. Masih perlunya peningkatan kapasitas SKPD teknis dalam 

Penanggulangan Bencana. 
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Tabel 2.2.  Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 

No Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target DPA SKPD Tahun Realisasi Capaian DPA Tahun Rasio Capaian DPA pada Tahun Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1  Cakupan 
kemampuan 
masyarakat 
dalam 
penanggulangan 
bencana 

0 2.010 
orang 

4.760 
orang 

1.130 
orang 

7.100 
orang 

0 2.010 
orang 

4.760 
orang 

1.130 
orang 

7.100 
orang 

100% 100% 100% 100% 100%  
 

 - Peningkatan 
Kapasitas 
Penanggulangan 
Bencana bagi 
siswa SMA dan 
sederajat 

0 800 
orang 

0 880 
orang 

0 0 800 
orang 

0 880 
orang 

0 0 100% 0 100% 0  

 - Peningkatan 
kapasitas 
penanggulangan 
bencana bagi 
relawan 

0 200 
orang 

0 100 
orang 

0 0 200 
orang 

0 100 
orang 

0 0 100% 0 100% 0  

 - Peningkatan 
wawasan 
penanggulangan 
bencana 
pengelola gedung 
di Provinsi DKI 
Jakarta 

0 280 
orang 

0 50 orang 0 0 280 
orang 

0 50 
orang 

0 0 100% 0 100% 0  

 - Peningkatan 
Kapasitas 
pelaksana teknis 
gedung bertingkat 
dalam 
penanggulangan 
bencana 

0 280 
orang 

0 0 0 0 280 
orang 

0 0 0 0 100% 0 100% 0  
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No Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target DPA SKPD Tahun Realisasi Capaian DPA Tahun Rasio Capaian DPA pada Tahun Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

 - Peningkatan 
kapasitas dasar 
penanggulangan 
bencana bagi 
guru SMA dan 
sederajat 

0 90 orang 0 0 0 0 90 
orang 

0 0 0 0 100% 0 0 0  

 - Pelatihan kader 
penanggulangan 
bencana tingkat 
kelurahan 

0 120 
orang 

0 0 0 0 120 
orang 

0 0 0 0 100% 0 0 0  

 - Pelatihan Tim 
Reaksi Cepat 
(TRC) 

0 120 
orang 

0 0 0 0 120 
orang 

0 0 0 0 100% 0 0 0  

 - Peningkatan 
kapasitas 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana 

0 60 orang 0 0 0 0 60 
orang 

0 0 0 0 100% 0 0 0  

 - Pelatihan 
Penanggulangan 
Bencana bagi 
guru sekolah 
dasar yang 
ramah anak 

0 60 orang 0 0 0 0 60 
orang 

0 0 0 0 100% 0 0 0  

 - Peningkatan 
Kapasitas 
Masyarakat 
dalam 
Pelaksanaan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

0 0 4.760 
orang 

0 0 0 0 4.760 
orang 

0 0 0 0 100% 0 0  

 - Peningkatan 
kapasitas 
penanggulangan 

0 0 0 100 
orang 

0 0 0 0 100 
orang 

0 0 0 0 100 0  
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No Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target DPA SKPD Tahun Realisasi Capaian DPA Tahun Rasio Capaian DPA pada Tahun Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

bencana bagi 
penyandang 
disabilitas 

 - Peningkatan 
kapasitas dan 
simulasi 
penanggulangan 
bencana pada 
fasilitas publik 

0 0 0 0 750 
orang 

0 0 0 0 750 
orang 

0 0 0 0 0  

 - Peningkatan 
kapasitas dan 
simulasi 
penanggulangan 
bencana bagi 
manajemen dan 
siswa 
yayasan/sekolah 
penyandang 
disabilitas 

0 0 0 0 600 
orang 

0 0 0 0 600 
orang 

0 0 0 0 0  

 - Pendampingan 
sekolah aman 
bencana 

0 0 0 0 5.750 
orang 

0 0 0 0 5.750 
orang 

0 0 0 0 0  

2.  Tersusunnya 
Kebijakan dan 
pedoman 
tentang 
Penanggulangan 
Bencana 

1 
dokum

en 

5 
dokumen 

1 
dokumen 

3 

dokumen 

2 

dokumen 

1 
doku
men 

5 
dokum

en 

1 
dokum

en 

3 

dokum

en 

2 

dokumen 

100 100 100 100 100  

 - Penyusunan SPM 
Kebencanaan 

0 1 
dokumen 

0 0 0 0 1 
dokum

en 

0 0 0 0 100 0 0 0  

 - Penyusunan 
Modul Edukasi 
Dampak dan 

0 1 
dokumen 

0 0 0 0 1 
dokum

en 

0 0 0 0 100 0 0 0  
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No Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target DPA SKPD Tahun Realisasi Capaian DPA Tahun Rasio Capaian DPA pada Tahun Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Mitigasi Gempa 
Bumi 

 - Penyusunan 
Bahan kebijakan 
tempat evakuasi 
dan penghunian 
semsntara 

0 1 
dokumen 

0 0 0 0 1 
dokum

en 

0 0 0 0 100 0 0 0  

 - Penyusunan 
Bahan Kebijakan 
RPB 

0 1 
dokumen  

0 0 0 0 1 
dokum

en  

0 0 0 0 100 0 0 0  

 - Penyusunan 
Pergub tentang 
Penetapan Skala 
Bencana 

0 0 0 1 
dokumen 

0 0 0 0 1 
dokum

en 

0 0 0 0 100 0  

 - Penyusunan 
rencana 
kontinjensi 

0 1 
dokumen 

0 1 
dokumen 

0 0 1 
dokum

en 

0 1 
dokum

en 

0 0 100 0 100 0  

 - Penyusunan 
standarisasi 
rumah sakit dan 
pasar aman 
bencana 

0 0 0 0 1 
dokumen 

0 0 0 0 1 
dokumen 

0 0 0 0 100  

 - Review rencana 
penanggulangan 
bencana Provinsi 
DKI Jakarta 

0 0 0 1 
dokumen 

0 0 0 0 1 
dokum

en 

0 0 0 0 100 0  

 - Review rencana 
kontinjensi 

0 0 0 0 1 
dokumen 

0 0 0 0 1 
dokumen 

0 0 0 0 100  

 - Penyusunan 
Rencana 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

0 0 1 
dokumen 

0 0 0 0 1 
dokum
en 

0 0 0 0 100 0 0  
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No Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target DPA SKPD Tahun Realisasi Capaian DPA Tahun Rasio Capaian DPA pada Tahun Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

  Penyempurnaan 
Renstra 

1 
dokum
en 

0 0 0 0 1 
doku
men 

0 0 0 0 100 0 0 0 0  

3. Terlaksananya 
Piket Siaga 
Terpadu dalam 
penanggulangan 
bencana 

150 
hari 

151 hari 120 hari 150 hari 150 hari 150 
hari 

151 
hari 

120 
hari 

150 
hari 

150 hari 100 100 100 100 100  

 - Piket Siaga 
Bencana 

150 
hari 

151 hari 120 hari 150 hari 150 hari 150 
hari 

151 
hari 

120 
hari 

150 
hari 

150 hari 150 
hari 

151 
hari 

120 
hari 

150 
hari 

150 
hari 

 

4. Terlaksananya 
koordinasi antar 
lembaga yaitu 
masyarakat, 
pemerintah dan 
swasta  
dalam 
penanggulangan 
bencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 
ada 

5. Tersedianya TRC 
penanggulangan 
bencana Provinsi 
DKI Jakarta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 
ada 

6 Tersedianya 
gudang logistik dan 
peralatan 
penanggulangan 
bencana 

1 
lokasi 

1 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 1 lokasi 1 
lokasi 

1 
lokasi 

7 
lokasi 

7 
lokasi 

1 lokasi 100 100 100 100 100  

7. Tersedianya 
dukungan logistik 
dan peralatan 
penanggulangan 
bencana 

0 0 0 19 jenis 14 jenis 0 0 0 19 
jenis 

14 jenis 0 0 0 100 100  
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No Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target DPA SKPD Tahun Realisasi Capaian DPA Tahun Rasio Capaian DPA pada Tahun Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

 - Produktivitas 
Rehabilitasi 
Penanggulangan 
Bencana 

0 0 0 6 jenis 0 0 0 0 6 jenis 0 0 0 0 100 0  

 - Penyediaan 
Buffer logistik dan 
peralatan 
penanggulangan 
bencana 

0 0 0 8 jenis 0 0 0 0 8 jenis 0 0 0 0 100 0  

 - Penyediaan 
perlengkapan 
penanganan 
bencana daerah 

0 0 0 5 jenis 8 jenis 0 0 0 5 jenis 0 0 0 0 100 0  

 - Penyediaan 
sarana 
psikososial 

0 0 0 0 4 jenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 - Penyediaan pojok 
KIE 

0 0 0 0 2 jenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 Terselenggaranya 
operasi darurat 
bencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 
ada 

9 Terbentuknya tim 
kaji cepat 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca 
bencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 
ada 

10 Terwujudnya 
penggalangan 
SKPD terkait dalam 
penyelenggaraan 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca 
bencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 
ada 
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No Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target DPA SKPD Tahun Realisasi Capaian DPA Tahun Rasio Capaian DPA pada Tahun Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

11 Terwujudnya safe 
community 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 
ada 

12 Perkuatan 
Pusdalops PB 
Provinsi DKI 
Jakarta yang 
didukung oleh 
mekanisme relawan 
dan memiliki 
personil yang 
memiliki 
kemampuan teknis 
dan siaga 24/7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 
ada 

13  Pengembang 
teknologi 
pendeteksi 
bencana 

0 1 paket 0 6 paket 0 0 1 paket 0 6 paket 0 0 100 0 100 0  

 - Teknologi 
modifikasi cuaca 

0 1 paket 0 0 0 0 1 paket 0 0 0 0 100 0 0 0  

 - Pengadaan 
peralatan 
monitoring 
bencana 

0 0 0 6 paket 0 0 0 0 6 paket 0 0 0 0 100 0  

14 Pembangunan 
kapasitas teknis 
aparat pemerintah 
dalam 
penanggulangan 
bencana 

0 800 
orang 

50 orang 116 
orang 

0 0 800 
orang 

50 
orang 

116 
orang 

0 0 100 100 100 0  

 - Peningkatan 
kapasitas 
penilaian dan 
kerugian 

0 0 0 60 orang 0 0 0 0 60 
orang 

0 0 0 0 100 0  
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No Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target DPA SKPD Tahun Realisasi Capaian DPA Tahun Rasio Capaian DPA pada Tahun Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

 - Pemantapan 
Manajemen 
kedaruratan dan 
logistik 

0 50 orang 0 56 orang 0 0 50 
orang 

0 56 
orang 

0 0 100 0 100 0  

 - Peningkatan 
kapasitas 
penanggulangan 
bencana bagi 
aparat kelurahan 

0 100 
orang 

0 0 0 0 100 
orang 

0 0 0 0 100 0 0 0  

 - Peningkatan 
kapasitas camat 
dan lurah tentang 
manajemen 
komando tanggap 
darurat (ICS) 

0 150 
orang 

0 0 0 0 150 
orang 

0 0 0 0 100 0 0 0  

 - Pelatihan teknis 
penilaian 
kerusakan, 
kerugian dan 
kajian kebutuhan 
pasca bencana 

0 240 
orang 

0 0 0 0 240 
orang 

0 0 0 0 100 0 0 0  

 - Pelatihan 
penanggulangan 
bencana yang 
ramah anak 

0 50 orang 0 0 0 0 50 
orang 

0 0 0 0 100 0 0 0  

 - Peningkatan 
kapasitas 
penanggulangan 
bencana bagi 
SKPD/UKPD dan 
pemangku 
kepentingan 

0 160 
orang 

0 0 0 0 160 
orang 

0 0 0 0 100 0 0 0  
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No Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target DPA SKPD Tahun Realisasi Capaian DPA Tahun Rasio Capaian DPA pada Tahun Ket 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

 - Pengembangan 
wawasan BPBD 
Provinsi DKI 
Jakarta 

0 50 orang 40 0rang 0 0 0 50 
orang 

40 

0rang 

0 0 0 100 100 0 0  

15 Terpenuhinya 
kebutuhan korban 
terhadap 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca 
bencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 
Ada 

16 Optimalnya hasil 
riset untuk 
mengurangi resiko 
bencana terstruktur 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 

Ada 

17 Pembangunan 
budaya siaga 
bencana 
masyarakat dan 
aparat pemerintah 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 

Ada 

18 Pencegahan dan 
mitigasi non 
struktur 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak 

Ada 
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Tabel 2.2 merupakan capaian kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2013-2017 yang dilihat 

berdasarkan pelaksanaan DPA BPBD Provinsi DKI Jakarta di tahun berjalan. Dari 18 

indikator dari kinerja Renstra BPBD 2013-2017 telah ditindaklanjuti melalui 

pelaksanaan DPA APBD sebanyak 7 indikator, yaitu : 

a. Cakupan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana 

b. Tersusunnya kebijakan dan pedoman tentang penanggulangan bencana 

c. Terlaksananya piket siaga terpadu dalam penanggulangan bencana 

d. Tersedianya gudang logistik dan peralatan penanggulangan bencana 

e. Tersedianya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 

f. Pengembangan teknologi pendeteksi bencana 

g. Pembangunan kapasitas teknis aparat pemerintah dalam penanggulangan 

bencana 

Capaian kinerja untuk 7 indikator kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2013-2017, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Capaian kinerja dari indikator “Cakupan kemampuan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana”, secara umum sesuai target yang telah ditetapkan, 

yaitu mencapai 100%. Namun hal ini perlu ditingkatkan terus menerus setiap tahun 

karena jumlah masyarakat di DKI Jakarta yang belum diberikan pemahaman 

masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang sudah diberikan 

pemahaman tentang pengurangan resiko bencana dan penanganan bencana. 

b. Capaian indikator “Tersusunnya kebijakan dan pedoman tentang penanggulangan 

bencana”, secara umum telah mencapai 100%. Kecuali pada Tahun 2015 yang 

capaian kinerjanya 0%, karena pada tahun tersebut BPBD tidak menetapkan 

target untuk menyusun kebijakan dan pedoman tentang penanggulangan 

bencana. Dengan terbentuknya kantor Penanggulangan Bencana 

Kota/Kabupaten  tahun 2015, diharapkan adanya penyesuaian  kebijakan. 

c. Terhadap indikator “Terlaksananya piket siaga terpadu dalam penanggulangan 

bencana”, secara keseluruhan periode tahun 2013-2017 mencapai target yang 

ditetapkan hingga 100%. Bahkan pada tahun 2017, capaian kinerja pada indikator 
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ini melonjak hingga 204%, karena adanya perubahan kebijakan bahwa kejadian 

bencana harus dimonitor 1 kali 24 jam setiap hari. 

d. Capaian kinerja dari indikator “Tersedianya gudang logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana”, baru terpenuhi pada tahun 2016 di 6 (enam) lokasi 

sesuai dengan eksistensi Kantor Penanggulangan Bencana di Tingkat Kota dan 

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan pada tahun 2017 gudang tersebut 

hanya terdapat di Tingkat Provinsi, di 2 (dua) lokasi karena Kantor 

Penanggulangan Bencana di Tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu untuk sementara dikosongkan. 

e. Kinerja indikator “Tersedianya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana” secara umum mencapai 100%, namun dukungan logistik kejadian 

bencana yang dilaksanakan oleh BPBD bersifat pendukung karena pada 

prinsipnya yang melakukan pemenuhan tersebut adalah SKPD/UKPD terkait 

fungsinya. 

f. Pada indikator “Pengembangan teknologi pendeteksi bencana” capaian 

kinerjanya pada tahun 2014 (80%), 2015 (80%), merupakan pemasangan alat 

pendeteksi dini di beberapa lokasi rawan banjir yang absolut dalam 5 tahun. 

Pemasangan alat ini ternyata sangat efektif dalam memberikan informasi tentang 

peringatan dini bagi masyarakat sekitar, sehingga pada tahun 2016 terdapat 

penambahan alat tersebut di lokasi rawan bencana.  

g. Terhadap indikator “Pembangunan kapasitas teknis aparat pemerintah dalam 

penanggulangan bencana” capaiannya kinerjanya dapat terlihat pada tahun 2014 

s.d. 2017 mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2013 belum dilakukan 

pembangunan kapasitas teknis aparatur, karena tugas BPBD pada tahun 2013 

masih tahap sosialisasi tugas fungsi penanggulangan bencana ke aparat 

Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini masih perlu ditingkatkan karena aparatur di 

Kecamatan dan Kelurahan sering berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan. 

 

Didapat beberapa indikator kinerja pada beberapa tahun tidak ditargetkan 

berbasis anggaran namun pencapaian indikatornya 100%. Hal ini disebabkan bahwa 

tugas fungsi BPBD lebih dititikberatkan kepada koordinasi dan komando, yaitu 

menggerakkan SKPD/UKPD, masyarakat dan stake holder lainnya pada 3 (tiga) 

tahapan penanggulangan bencana. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa ke-
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14 indikator tersebut, secara umum sudah menunjukkan pencapaian indikator 

“CUKUP BAIK” namun kedepan perlu dilakukan evaluasi dan penajaman  terhadap 

indikator kinerja yang digunakan selama tahun 2013-2017 agar kualitas indikator lebih 

tepat dan akurat.  

 
1.4.2 Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI 

Jakarta. 

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3. Realisasi Anggaran  2013-2014 

 
No 

 
Tahun Anggaran 

 
Realisasi (%) 

 

1 2 3 

1 2013 81,94 

2 2014 42,17 

3 2015 78,93 

4 2016 88,84 

5 2017 85,54 
Sumber : emonev.bapedadki.net 

Realisasi Anggaran BPBD Provinsi DKI Jakarta selama 2013-2018 tercapai  

rata-rata 76 %. 

Rendahnya Pencapaian ini disebabkan SDM yang belum memadai, 

Perencanaan yang belum optimal dan fungsi BPBD dititikberatkan pada 

koordinasi. Pencapaian terendah pada tahun 2014 disebabkan adanya 

penundaan kegiatan modifikasi cuaca dengan pertimbangan bahwa wilayah 

sebaran tidak hanya wilayah DKI sehingga tidak dapat menggambarkan 

kinerja sepenuhnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek 

pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta akan di analisis 

pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra 

SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.4 
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Tabel 2.4. Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 

 

Uraian 

 

Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam 1 juta) 

 

Realisasi Pada Tahun Ke- (dalam 1 Juta) 

 

Ratio Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran 
(juta) 

Realisasi 
(%) 

Belanja 
Langsung 

18,02 41,32 17,11 8,49 1,91 

 

14,68 

 

10,05 9,17 6,63 0 1,49 81,46 24,32 53,59 78,09 78,01 17,37 

 

8,40 

 

Belanja 
Pegawai 

2,57 4,32 1,67 0 0 1,54 2,37 0,17 0 0 59,92 54,86 10,17 0 0 1,71 0,82 

Barang 
Jasa 

7,41 35,48 12,59 6,10 1,64 5,44 6,89 6,69 4,83 1,24 73,51 19,41 53,14 79,18 75,61 12,64 5,02 

Modal 8,05 1,40 2,86 2,39 0,27 7,70 0,80 2,32 1,79 0,25 42,73 57,14 81,12 76,50 95,59 
2,99 

 
2,57 

Belanja 
Tidak 

Langsung 

3,59 7,67 29,17 36,97 31,82 3,03 4,41 27,35 33,76 27,37 84,40 57,50 93,76 91,32 85,70 21,84 19,18 

Total 21,62 48,98 46,28 45,46 33,74 17,71 14,46 36,53 40,39 28,86 81,92 86,10 78,93 88,54 85,54 39,22 33,13 

 
Sumber : emonev.bapedadki.net 
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Pertumbuhan BL dan BTL yang menarik adalah mengenai 

pertumbuhannya. BTL memiliki rata-rata pertumbuhan rencana anggaran 

sebesar 22 persen dengan pertumbuhan realisasi sebesar 19 persen. 

Pertumbuhan pada rencana anggaran dan realisasi BTL berjalan seiring, 

sehingga tidak terdapat permasalahan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan 

rencana anggaran BL 17 persen dengan rata-rata pertumbuhan realisasi  8 

persen. Perbedaan pada pertumbuhan rencana anggaran dan realisasi 

menunjukkan adanya permasalahan dalam penyerapan anggaran. 

    Secara lebih rinci belanja BPBD ditampilkan dalam Tabel 2.6 

berdasarkan jenis belanja. Jenis belanja terdiri dari tiga belanja antara lain 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dari ketiga 

jenis belanja tersebut, belanja modal adalah belanja dengan tingkat realisasi 

paling besar, yaitu sebesar 43-95 persen, hal ini disebabkan BPBD adalah 

lembaga yang baru terbentuk sehingga membutuhkan barang inventaris kantor 

dan peralatan lainnya.  Sedangkan, realisasi terendah yaitu pada belanja 

pegawai  kisaran 10-60 persen atau rata-rata sebesar 42 persen, hal ini 

disebabkan adanya perubahan kebijakan pada pertengahan tahun 2015 

berupa penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai. Rata-rata 

pertumbuhan realisasi pada belanja barang dan jasa juga rendah yaitu hanya 

sebesar 5 persen dibandingkan Rata-rata pertumbuhan anggaran.  Realisasi 

belanja barang dan jasa paling rendah terjadi pada tahun 2014, yaitu hanya 

sebesar 19 persen, artinya 81 persen belanja anggaran yang direncanakan 

tidak digunakan. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan karena tidak tersedianya kebijakan yang mendukung. Kegiatan 

tersebut adalah Pelaksanaan Teknik Modifikasi Cuaca (TMC), berupa 

pengurangan resiko banjir pada musim penghujan dengan cara memindahkan 

hujan ke wilayah laut dengan menggunakan TMC tersebut. Namun 

penggunaan cara ini tidak hanya bermanfaat di Provinsi DKI saja, akan tetapi 
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Provinsi lain juga merasakan, sehingga outputnya tidak menggambarkan di 

DKI Jakarta. 

Bila ditinjau dari rata-rata pertumbuhan belanja, secara umum terlihat 

bahwa rencana anggaran dan realisasi belanja BPBDsangat bervariasi, karena 

lembaga BPBD masih baru dibentuk, sehingga masih beradaptasi dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Hal ini bisa terlihat  pada anggaran 

tahun 2013 dan 2014, yang mana kenaikan penganggaran mencapai hampir 

250 persen, namun pencapaian realisasi belanja menurun hingga 340%. 

Selanjutnya  anggaran tahun 2015 s.d. 2017 cenderung menurun dari tahun 

ke tahun,  hal ini disebabkan bahwa tugas-tugas yang dilakukan seluruhnya 

sudah berbasis kinerja jadi tidak semata-mata berbasis anggaran. Secara 

umum rata-rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi, masih sangat 

perlu dilakukan evaluasi, terutama dalam perencanaan karena 35% 

keberhasilan suatu program dan kegiatan ditentukan oleh perencanaan. Oleh 

karena itu untuk mencapai keberhasilan tujuan yang akan dicapai, dibutuhkan 

komitmen pimpinan terhadap perencanaan anggaran kegiatan BPBD serta 

peningkatan kemampuan SDM dalam merencanakan anggaran. 

 

1.4.3.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta 

 
a. Tantangan 

1) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman  masyarakat tentang 

risiko bencana dan pengurangan risiko bencana. 

2) Terbatasnya kewenangan lembaga dan penggiat bencana dalam 

melakukan penanggulangan bencana (belum terpenuhinya regulasi 

yang menjadi pedoman penggiat bencana untuk melaksanakan PB). 

3) Kurang terpadunya penyelenggaraaan penanggulangan bencana dan 

masih bersifat sektoral  

4) Masih rendahnya kemampuan petugas pada saat tanggap darurat dan 

pasca bencana 
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5) Masih rendahnya pemahaman SKPD teknis dalam penyelenggaraan 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

6) Belum sepenuhnya integrasi sistem informasi data 

7) Masih   rendahnya   kapasitas    teknis aparat pemerintah 

penanggulangan bencana  

8) Belum optimalnya pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) secara 

terpadu. 

9) Belum memadainya fasilitas pendukung tempat evakuasi (tempat 

evakuasi yang tersedia di RPTRA  masih sangat sederhana). 

10) Belum seluruhnya pengelola gedung memahami pengurangan risiko 

bencana gedung bertingkat 

11) Sering terjadi pergeseran titik lokasi rawan bencana  

b. Peluang 

1).  Perilaku masyarakat yang masih bersifat gotong royong dan mudah 

diarahkan 

2). Tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran penggiat bencana dalam  

penangggulangan bencana 

3).  Potensi SKPD tentang tugas fungsi dan kewenangan sangat tinggi 

4).  Tersedianya SDM dan APBD untuk peningkatan kapasitas aparat 

dalam penanggulangan bencana 

5). Adanya komitmen SKPD untuk melakukan rehabilitasi rekonstruksi 

pasca bencana 

6). Tersedianya APBD dan komitmen SKPD dalam mengintegrasikan 

sistem informasi data. 

7). Tersedianya    APBD    dan SDM teknis aparat pemerintah 

penanggulangan  bencana 

8). Adanya komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam mengelola DAS 

9). Kepedulian stake holder dalam penanggulangan bencana pada pra, 

saat, dan pasca bencana. 

10). Adanya update informasi pergeseran titik rawan bencana dari aparat 

kelurahan. 
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1.4.4.  Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga  

Semangat Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui 

pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia 

secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia 

dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, 

visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat 

pembangunan di bidang ini adalah : 

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana” 

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang 

nomor 24 Tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya 

untuk mengkoordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain 

itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam 

meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun 

kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko 

bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, 

baikyangmenyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk 

mewujudkan visi Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana” 

secara sistematis dan bertahap yang menuntutadanya kesiapan dalam 

menghadapi potensi bencana serta kemampuan untukmenanggulangi 

bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan 

sebagai berikut : 

a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko 

bencana; 

b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal 

c. Menyelenggarakan    penanggulangan    bencana  secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. 

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama 

yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, 

pemerintah daerah,serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program 
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kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan arah kebijakan dan 

sasaran kinerja yang direncanakan. 

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan 

bencana, sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi 

terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan  dalam kurun waktu lima tahun 

kedepan (2010-2014) adalah : 

1).  Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan 

masyarakat) dalam upaya pengurangan resiko bencana dan 

penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat 

dan daerah. 

2). Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui 

peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana 

dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. 

3). Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding 

sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi 

pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam 

setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan 

berkelanjutan 

4). Terwujud dan terintegrasinya sistem peringatan dini masyarakat melalui 

media sosial dan melalui Early Warning System lainnya 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun 

faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah 

Renstra K/L, adalah:  
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Tabel 2.5. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta  
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L 
Permasalahan  

Pelayanan SKPD  

 
Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1. 

Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan 
(pemerintah dan masyarakat) dalam upaya 
penanggulangan bencana melalui peningkatan 
kapasitas ditingkat pusat dan daerah. 

Masih rendahnya kapasitas 
aparatur dan masyarakat 
dalam penanggulangan 
bencana 

 Masyarakat Jakarta yang 
sangat heterogen . 

 Koordinasi lintas sektor 
masih rendah. 

 Adanya dukungan 
pembiayaan dari APBD 

 Dukungan dan partisipasi 
yang tinggi dari SKPD terkait 
penanggulangan bencana. 

2. 

Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan 
bencana yang efektif melaluipeningkatan koordinasi 
penanganan darurat, peningkatan sarana dan 
prasarana pendukung, serta peningkatan sistem 
logistik dan peralatan penanggulangan bencana 
yang efektif dan efisien. 

Masih lemahnya sistem 
komando dilapangan untuk 
mengkoordinasikan 
penanganan darurat dan 
pemenuhan kebutuhan dasar 
pengungsi  

Masih rendahnya koordinasi 
penanggulangan bencana 
karena masih adanya ego 
sektoral 

Orientasi dan partisipasi 
seluruh stake holder dalam 
penanggulangan bencana yang 
cukup besar 

3. 

Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi 
yang lebih baik dibanding sebelum bencana, 
melalui peningkatan kapasitas perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, 
peningkatan koordinasi pelaksanaan serta 
pengarusutamaan pengurangan risiko bencana 
dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
dalamrangka pembangunan berkelanjutan. 

Perencanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi, terutama 
pembangunan fisik 
dilaksanakan oleh SKPD 
terkait. 
 

Koordinasi perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 
yang masih lemah. 

Dukungan dan partisipasi 
SKPD terkait dan stake holder 
lainnya 

4. 

Terwujudnya Early Warning System dan layanan 
tunggal darurat melalui pembangunan Pusat Data 
dan Informasi yang terintegrasi untuk semua jenis 
bencana di Provinsi DKI Jakarta 

Belum terintegrasinya sistem 
pelayanan penanggulangan 
bencana di seluruh 
SKPDteknis penangguangan 
bencana  
 

Belum tersedia sistem yang 
terintegrasi. 

Hampir seluruh  SKPD teknis 
memiliki  call center 
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5.  Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

RTRW 2030 yang telah ditetapkan melalui Perda No. 1 tahun 2012 

menjadi sebuah arah pengembangan tata ruang wilayah DKI Jakarta 

hingga 20 tahun mendatang. Di dalam RTRW 2030 tersebut, terdapat 

sebuah Visi bagi pembangunan DKI Jakarta. Visi tersebut adalah: 

 
Visi RTRW 2030: 

“Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-

kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera” 

 
Untuk terwujudnya Visi tersebut, maka disusunlah Misi yang menjadi 

arah gerakpencapaian Visi tersebut. Misi yang terdapat di dalam RTRW 

2030 adalah sebagi berikut: 

Misi: 

a. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi; 

b. Mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia; 

c. Mengembangkan budaya berkotaan; 

d. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana; 

e. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; dan 

f. Menyerasikan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup. 

 
Visi dan Misi RTRW 2030 ini yang menjadi arahan bagi pengembangan 

pembangunan DKI Jakarta untuk disukseskan secara bersama oleh 

seluruh elemen di DKI Jakarta. Namun hal utama yang harus menjadi 

perhatian di dalam RTRW 2030 bukan sekedar pencapaian Visi dan Misi 

di atas saja, namun masih banyak hal lain yang sangat memiliki 

keterkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DKI Jakarta. 

Dengan ditetapkannnya RTRW 2030 DKI Jakarta, banyak hal yang harus 

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta 

sebagai pengemban tugas penanggulangan bencana. 
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Untuk mencapai penurunan resiko bencana, ditetapkan kebijakan 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan prasarana dan sarana pengurangan resiko  bencana 

alam; 

b. Pengembangan prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana 

non alam; dan 

c. Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman pemanasan 

global dan perubahan iklim serta peningkatan resiko bencana lainnya. 

Strategi untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dalam 

RTRW, meliputi: 

a. Mengarahkan pemanfaatan kawasan rawan bencana untuk kegiatan 

budi daya yang mempunyai daya adaptasi tinggi; 

b. Mengurangi risiko bencana melalui penataan ulang melalui penerapan 

teknologi dan rekayasa di kawasan bencana; 

c. Mengembangkan Kawasan Pantai Utara (Pantura) sebagai upaya 

mengantisipasi perubahan iklim; 

d. Meningkatkan penyediaan ruang terbuka biru untuk antisipasi 

peningkatan intensitas curah hujan; 

e. Meningkatkan lingkungan hidup perkotaan yang memperhatikan 

ketersediaan ruang untuk air; dan 

f. Meningkatkan daya adaptasi lingkungan dan bangunan terhadap 

dampak bencana. 

Tabel 2.6. Program Utama  Penanggulangan Bencana  
dalam RTRW DKI Jakarta 

 

 
Program Utama 

 

 
Waktu Pelaksanaan 

Kawasan Rawan Bencana  

Pengurangan dampak bencana karena intrusi air laut, 
banjir, dankebakaran serta serangan teroris 

PJM 1-2-3-4-5 

Pengurangan dampak bencanamelalui penentuan lokasi 
dan jalurevakuasi dari permukiman pendudukdan pusat-
pusat kegiatan perkotaan 

PJM 1-2-3-4-5 

Pengembangan ruang terbuka hijaudan pembangunan 
fasilitas umum dengan kepadatan rendah 

PJM 1-2-3-4-5 

Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan 
karakteristik, jenis dan ancaman bencana 

PJM 1-2-3-4-5 
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Program Utama 

 

 
Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan rekayasa teknik dan penyediaan fasilitas 
guna mengantisipasi terjadinya bencana 

PJM 1 

Pengembangan sistem peringatan dini PJM 2-3-4 

Pembatasan pengambilan air tanahpada kawasan-
kawasan rawan amblesan tanah 

PJM 2 

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana 
PenanggulanganBencana 

PJM 3 

Kawasan Evakuasi Bencana  

Optimalisasi pemanfaatan kawasan terbuka hijau dan 
kawasan terbuka plasa publik maupun privat sebagai 
kawasan evakuasi-bencana dilengkapi sarana utilitas 
yang memadai 

PJM 1-2-3-4-5 

Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan 
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan 
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas 

PJM 1-2-3-4-5 

Peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan evakuasi 
bencana 

PJM 1-2-3-4-5 

Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan 
bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan 
evakuasi bencana 

PJM 1-2-3-4-5 

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong 

dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD 

ditinjau dari implikasi RTRW  dan disajikan dalam tabel berikut 

 
Tabel 2.7.  Permasalahan Pelayanan SKPD 

berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 

 
Rencana Tata 
Ruang Wilayah 

terkait Tugas dan 
Fungsi SKPD 

 

Permasalahan  
Pelayanan SKPD 

 
Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1. 

Pengembangan 
prasarana dan sarana 
pengurangan 
resikobencana alam 
dan non alam; 

Masih minimnya 
sarana prasarana 
pengurangan resiko 
bencana dan  
SDM yang masih 
minim 

Keterbatasan 
lahan di DKI 
Jakarta 
 

Dukungan 
APBD yang 
cukup besar 

2. 

Pengembangan sistem 
peringatan dini 

Pergeseran lokasi  
potensi bencana  

Belum 
seluruhnya 
daerah rawan 
bencana 
memiliki sistem 
peringatan dini 

Dukungan 
APBD DKI 
Jakarta dan 
peta risiko 
bencana 
 

3. 

Peningkatan adaptasi 
dan mitigasi terhadap 
ancaman pemanasan 
global dan perubahan 

Kelengkapan mitigasi 
bencana yang masih 
minim 

Kepedulian 
masyarakat 
akan ancaman 

Dukungan  
APBD 
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No 

 
Rencana Tata 
Ruang Wilayah 

terkait Tugas dan 
Fungsi SKPD 

 

Permasalahan  
Pelayanan SKPD 

 
Faktor 

Penghambat Pendorong 

iklim serta peningkatan 
risiko bencana lainnya 
 

bencana  masih 
rendah 

4. 

Penyusunan Peraturan 
Gubernur 
tentang Rencana 
Penanggulangan 
Bencana 

Masih lemahnya 
koordinasi 
pengambilan 
keputusan 
penanggulangan 
bencana 

Belum 
tersedianya 
regulasi 
pengambilan 
kebijakan 

Dukungan 
APBD dan 
semangat 
keterlibatan 
SKPD terkait 
penanggulanga
n bencana dan 
penggiat 
bencana 
lainnya 

 

2.4.3   Kinerja Pelayanan SKPD  

  Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana berdasarkan tupoksi 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

2.4.1.Pencapaian target kinerja BPBD Provisi DKI Jakarta selama kurun waktu  

5 tahun (2013-1017) dapat tercapai secara kuantitatif. Hal ini terlihat dari 

jumlah sasaran setiap tahun, baik peningkatan jumlah kapasitas, 

penerapan regulasi, pelaksanaan koordinasi maupun penanganan 

tanggap darurat dapat terlaksana. Namun masih banyak ditemukan 

permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan evaluasi, yaitu :  

a. Peningkatan kapasitas masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan 

melihat makin beragam dan tingginya intensitas bencana 

b. Belum terpenuhinya kebijakan/pedoman yang mengatur 

penyelenggaraan penanggulangan bencana 

c. Masih perlunya peningkatan koordinasi yang terpadu antar lembaga 

dalam penanganan bencana 

d. Masih perlunya peningkatan kapasitas petugas pada saat tangggap 

darurat dan pasca bencana. 

e. Perlunya peningkatan pemahaman SKPD teknis dalam 

penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

f. Perlunya pengembangan kapasitas pusat data dan informasi. 
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BAB 3 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial 

pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar 

masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja BPBD periode sebelumnya. 

Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat 

secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu 

dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja BPBD lima tahun 

kedepan. 

Selain perumusan isu-isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta periode 2018-

2022,  untuk keberhasilan tujuan Renstra,  BPBD juga perlu mendukung telaahan Visi, 

Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih dan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Program SDG’s yang didukung oleh BPBD terdapat pada tujuan yang ke 1 (satu) dan 

11 (sebelas) dari 17 (tujuhbelas) tujuan Goals sebagaimana pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 3.1. Target dan Indikator SDGs dari Tujuan 1  

 
Kode Indikator 

 
Target/Indikator 

 
Cara Penghitungan 

 

1 2 3 

1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan 

pengurangan risiko 

bencana daerah 

Jumlah kelurahan yang sudah dilakukan 

penguatan dibagi jumlah total kelurahan 

1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan 

dasar korban bencana 

sosial 

Terdapat 6 kebutuhan dasar pengungsi 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemenuhan 

Kebutuhan Standar Pengungsi 

1.5.1.(c) Pendampingan psikososial 

korban bencana sosial 

Jumlah pendampingan yang dilaksanakan 

dibagi jumlah rekomendasi yang 

memerlukan pendampingan dikali 100% 

1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada 

pusat-pusat pertumbuhan  

yang berisiko tinggi 

Data sesuai dengan IRBI yang disusun 

oleh BNPB 

11.b.2* Dokumen strategi 

pengurangan risiko 

bencana (PRB) tingkat 

daerah 

Jumlah dokumen yang disusun dalam 

Pengurangan Risiko Bencana 

11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan 

dini cuaca dan iklim serta 

kebencanaan 

Jumlah system peringatan dini yang 

dipasang di kelurahan 
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Isu Strategis terkait tugas-tugas BPBD Provinsi DKI Jakarta 5 (lima) tahun 

kedepan  

1. Sistem Pengurangan resiko bencana dan penanganan darurat bencana belum 

diilaksanakan secara maksimal dan terintegrasi 

Sistem pengurangan resiko bencana dan penanganan darurat bencana 

merupakan cara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai ketahanan 

masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa 

penanggulangan bencana merupakan tugas bersamaantara Pemerintah, 

masyarakat dan lembaga usaha, sehingga diperlukan sinergitas dalam 

pengelolaannya. Namun demikian, pada kenyataannya sangat sulit untuk 

mengkoordinasikan implementasi dilapangan karena berbagai hal yang dihadapi, 

diantaranya : 

a. Kurangnya kesadaran/pemahaman aparat dan masyarakat terhadap 

ancaman bencana. 

Permasalahan Jakarta yang sangat komplek, seperti kepadatan penduduk, 

topografi wilayah 40 % berada dibawah permukaan laut, merupakan lintasan 

ring fire, perlintasan beberapa aliran sungai dari hulu ke  hilir, menjadikan 

Jakarta rentan terhadap bencana. Kerentanan ini tidak diimbangi dengan 

kemampuan aparat dan masyarakat Jakarta untuk mengurangi resiko 

bencana. Masih banyaknya masyarakat Jakarta yang masih berada 

disepanjang pinggiran sungai yang melintas ditambah beban kepadatan 

penduduk yang sering mengakibatkan tingginya potensi terjadinya bencana. 

b. Masih rendahnya kebijakan penanggulangan bencana daerah 

Keberhasilan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan adanya  

kolaborasi pelaksanaan antara Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga 

Usaha. Tidak berjalan sektoral, tetapi bekerja bergandengan tangan dan satu 

konsep pola pikir, agar pencapaian  penanggulangan bencana  tersebut tidak 

sektoral akan tetapi masing-masing pihak memahami hak, kewenangan dan 

kewajibannya didalam pengelolaan penanggulangan bencana. Untuk 

mengatur hak, kewenangan dan kewajiban ini perlu ada legalitas Pemerintah 

Daerah dalam hal penanggulangan bencana dari tingkat provinsi sampai ke 
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tingkat yang paling bawah, sehingga jelas siapa berbuat apa, tidak terdapat 

duplikasi kewenangan, hak dan kewajiban. 

c. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di 

lapangan 

Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta ex officio Sekretaris Daerah, hal ini 

mengamanatkan bahwa seluruh SKPD terkait tugas dan fungsi 

penanggulangan bencana berada dibawah Kepala BPBD. Melalui Peraturan 

Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas SKPD Dalam 

Penanggulangan Bencana mengatur tugas-tugas SKPD/UKPD tersebut 

dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Namun 

demikian tugas-tugas tersebut belum dilakukan secara optimal, masih 

diperlukan penegasan tugas dan tanggung jawab masing-masing 

SKPD/UKPD di lapangan yang dikoordinasikan oleh BPBD. 

d. Penyelenggaraaan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral 

BPBD Provinsi DKI Jakarta terbentuk tahun 2011 sesuai dengan amanat 

Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. Sebelum tahun 2011, penanggulangan 

bencana dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsinya, 

sehingga setiap perangkat daerah sudah memiliki sumber daya yang handal 

dalam pelaksanaan tugasnya. Karena perangkat daerah sudah melakukan 

tugas nya dengan baik sesuai SOP, maka kehadiran BPBD dititikberatkan 

kepada fungsi koordinasi dan komando, tugas pelaksana hanya sebagai 

pendukung. Namun kenyataannya dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana pada tiga tahapan, BPBD sering kesulitan dalam koordinasi 

tersebut, karena Perangkat Daerah masih sering berjalan sendiri-sendiri. 

e. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana  

secara sistematis, terintegrasi, dan akurat 

Data dan Informasi bencana merupakan data yang sangat penting 

dikonsumsi masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah rawan 

bencana. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya sehingga perlu proses verifikasi, agar informasi yang 

disampaikan tepat, akurat dan cepat. Informasi yang diterima oleh 

masyarakat  bersumber dari berbagai instansi atau lembaga, sehingga sering 

terjadi kesimpangsiuran informasi yang berakibat kesalahan didalam 

melakukan penanganan.  
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f. Belum seluruhnya pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami resiko/ 

ancaman bencana pada gedung bertingkat. 

Ancaman bencana terhadap gedung tinggi merupakan perhatian yang 

sangat serius, mengingat jumlah  + 1.200 gedung bertingkat di DKI Jakarta, 

belum memahami penyelamatan diri terhadap ancaman bencana kebakaran 

dan gempa bumi. Ancaman ini tidak dapat diprediksi kejadiannya, dapat 

dibayangkan kalau terjadi pada siang hari, berapa banyak nyawa yang 

terancam yang perlu diselamatkan.  

g. Rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam  

penanggulangan bencana 

Terdapat 82 Kelurahan titik rawan banjir dan 56 Kelurahan titik rawan 

kebakaran di Wilayah DKI Jakarta. Di lokasi titik rawan ini sering terjadi 

bencana secara berulang-ulang, sehingga diperlukan kapasitas teknis 

penyelamatan dan pertolongan korban bencana baik dari aparat maupun 

masyarakat. Ketersediaan aparat dan masyarakat ini harus diberi dan 

ditingkatkan kemampuan kapasitasnya secara terus menrus, karena secara 

generasi, pergantian tersebut juga harus diperhatikan dan diganti, agar 

penanganan dapat terlaksana dengan maksimal. 

 
3.1 Kapasitas kelembagaan BPBD 

   Salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah 

kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah selaku pengkoordinasi,  

komando dan pelaksana dalam seluruh tahapan, perlu didukung oleh kapasitas 

kelembagaan  yang baik. Kapasitas kelembagaan meliputi sumber daya manusia, 

sarana prasarana, dan struktur organisasi. Namun demikian, permasalahan 

kelembagaan ini masih dihadapi oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta, yang terlihat 

dari: 

1. Jumlah pegawai belum sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)  

Pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta saat saat ini masih  kurang dari pada 

jumlah yang dibutuhkan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), terutama 

untuk menggerakkan Pusat Data dan Informasi sebagai layanan tunggal 

darurat (Call Center 112). Berdasarkan ABK, Pusat Data Informasi BPBD 

membutuhkan 82 orang pegawai, akan tetapi total pegawai per Januari 2018 

sebanyak 57 orang. Terdapat kekurangan pegawai sebanyak 25 orang. 

Kekurangan jumlah pegawai ini dapat semakin meningkat karena diperkirakan 
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ada yang resign karena sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ditempat 

lain. Hal ini menjadi perhatian serius agar tidak mengganggu kinerja Pusdatin 

BPBD,yang berdampak pada rendahnya pelayanan kepada masyarakat 

2. Masih rendahnya kompetensi sebagian pegawai di bidang penanggulangan 

bencana 

Selain kurang secara kuantitas, BPBD juga menghadapi permasalahan 

keterbatasan pegawai yang memiliki kompetensi baik dalam kompetensi teknis 

maupun kompetensi administrasi. Kondisi ini tidak terlepas dari permasalahan 

kurangnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas 

penanggulangan bencana. Masih terbatasnya pegawai yang memiliki 

kompetensi teknis ini disebabkan terbatasnya Pemerintah Daerah yang 

menyediakan peningkatan kompetensi teknis dibidang penanggulangan 

bencana. Disamping itu masih minimnya pegawai yang memiliki ilmu akademis 

penanggulangan bencana, sehingga pegawai yang diterima oleh BPBD tidak 

lagi mempertimbangkan jurusan terkait penanggulangan bencana.  

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat untuk melakukan peningkatan 

kapasitas pegawai, terutama kemampuan dalam melakukan teknis 

penanggulangan bencana. Pendidikan dan pelatihan dapat dikoordinasikan 

dengan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI 

Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  

3. Belum tersedianya sumber daya manusia yang ahli dalam penelitian dan 

pengembangan pemetaan resiko bencana. 

Peta resiko bencana diperlukan update secara bertahap, karena menurut kajian 

resiko yang dikeluarkan oleh BNPB, Analisa Resiko bencana 103, yang berarti 

bahwa DKI Jakarta berada dikategorikan sedang terhadap ancaman bencana. 

Demikian juga, untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana, 

diperlukan titik-titik rawan, agar pengurangan resiko yang dilaksanakan oleh 

stake holder tepat sasaran dan tepat guna. 

4. Struktur organisasi  belum dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 

Pada saat ini fungsi Unsur Pengarah dan Jabatan Kelompok Fungsional belum 

dilaksanakan sesuai dengan Pergub Nomor 260 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Unsur Pengarah diharapkan 

dapat memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan upaya Pengurangan 

Resiko Bencana, keterpaduan penanganan dilapangan pada saat tanggap 
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bencana dan masukan kebijakan pada saat pasca bencana. Demikian juga 

dengan kelompok fungsional yang diharapkan dapat menganalisa kebijakan-

kebijakan penanggulangan bencana maupun menganalisa peta resiko bencana 

yang di update secara berkala.  

Ketersediaan ini akan sangat membantu BPBD dalam mengkoordinasikan dan 

melaksanakan penanggulangan bencana. 

5. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,BPBD Provinsi DKI Jakarta 

membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Sejauh ini 

sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPBD Provinsi DKI Jakarta menurut 

jumlah sudah mencukupi kebutuhan. Namun demikian, hampir sebagian besar 

aset BPBD bersumber dari BNPB yang umur ekonomis nya sudah pada 

tahapan penghapusan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemetaan Permasalahan untuk 

Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2018-2022 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan 
untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra BPBD 

 

No. Masalah Pokok 
 

Masalah 
 

Akar Masalah 

1 2 3 4 

1. 

Masih tingginya 

risiko dan potensi 

kerugian 

kebencanaan di 

wilayah DKI Jakarta 

 

 

Pengurangan risiko 

bencana belum 

dilaksanakan secara 

maksimal dan 

terintegrasi 

Pengurangan risiko 

bencana belum 

dilaksanakan secara 

maksimal dan 

terintegrasi 

Kurangnya kesadaran/ pemahaman  
aparat dan masyarakat terhadap 
ancaman bencana. 

Masihrendahnya kebijakan 
penanggulangan bencana daerah 

Belum optimalnya koordinasi dan 
pelaksanaan penanggulangan 
bencana di lapangan 

Penyelenggaraaan penanggulangan 
bencana masih bersifat sektoral  

Belum optimalnya pengelolaan data 
dan informasi penanggulangan 
bencana dan penanganan layanan 
komunikasi kedaruratan secara 
sistematis, terintegrasi, dan akurat 

Belum seluruhnya pemilik dan 
pengelola gedung tinggi memahami 
resiko/ ancaman bencana pada 
gedung bertingkat 
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No. Masalah Pokok 
 

Masalah 
 

Akar Masalah 

1 2 3 4 

Penanganan darurat 

dan pasca bencana 

belum dilaksanakan 

secara optimal  

Rendahnya kapasitas teknis aparat 
pemerintah dan masyarakat dalam  
penanggulangan bencana 

Keterbatasan jumlah petugas kaji 
cepat saat dan pasca bencana 

Ketersediaan peralatan dan logistik 
yang belum optimal 

Belum optimalnya pengendalian ketika 
terjadi bencana 

Rendahnya pemanfaatan sistem 
informasi teknologi pasca bencana 

Masih rendahnya 
kapasitas 
kelembagaan BPBD 

Jumlah pegawai belum sesuai Analisis 
Beban Kerja (ABK) 

Masih rendahnya kompetensi 
sebagian pegawai di bidang 
penanggulangan bencana 

Belum tersedianya sumber daya 
manusia yang ahli dalam penelitian 
dan pengembangan pemetaan resiko 
bencana 

Struktur organisasi yang ada belum 
sesuai dengan kebutuhan 

Belum memadainya sarana dan 
prasarana kerja 

 
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah 

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian 

visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2022 adalah: 

“Jakarta kota maju, lestari,dan berbudaya yang warganya terlibat dalam 

mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua” 

Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, lestari, dan 

berbudaya dengan melibatkan masyarakat Jakarta secara aktif dalam proses 

pembangunan kota. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Jakarta 

yang beradab, adil, dan sejahtera.Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan 

upaya-upaya yang dirumuskan ke dalam misi. Adapun misi ke-1 dengan sasaran 

“Terwujudnya kota tangguh dan masyarakat Jakarta yang berketahanan terhadap 

bencana” Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lima tahun 

mendatang adalah sebagai berikut: 
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1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas dan berbudaya, dengan 

memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui 

kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan; 

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui 

terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, 

meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, 

kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;                                            

3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, 

melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara 

efektif, meritokratis dan berintegritas; 

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan 

yang mempekuat daya dukung lingkungan dan sosial; 

5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia 

yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan 

pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. 

Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh BPBD Provinsi 

DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur 

dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana pada pra bencana, tanggap 

darurat dan pasca bencana. BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas menjadikan  

masyarakat Jakarta berketahanan terhadap bencana, melalui upaya-upaya 

pelibatan masyarakat secara aktif dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan 

upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dari kelima Misi RPJMD DKI Jakarta, 

BPBD Provinsi DKI Jakartasecara khusus menunjang tercapainya misi ke-1 dengan 

sasaran “Terwujudnya kota tangguh dan masyarakat Jakarta yang berketahanan 

terhadap bencana” 

Sehubungan dengan sasaran tersebut diatas, tugas BPBD adalah 

mewujudkan masyarakat Jakarta terlibat langsung dalam penanggulangan 

bencana, baik pada tahapan perngurangan resiko bencana, kesiapsiagaan 

masyarakat menghadapi bencana dan pemulihan kembali untuk segera bangkit 

pada pasca bencana. 

Berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan BPBD DKI Jakarta, 

terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi 
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pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terkait 

penanggulangan bencana sebagaimana dalam tabel dibawah ini : 

 
Tabel 3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah 

No. Misi/Program Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 

1. Menjadikan Jakarta kota 
yang aman, sehat, 
cerdas, 
berbudaya,dengan 
memperkuat nilai-nilai 
keluarga dan 
memberikan ruang 
kreativitas melalui 
kepemimpinan yang 
melibatkan, 
menggerakkan dan 
memanusiakan. 

Masih rendahnya kesadaran 
aparat dan masyarakat 
terhadap pengurangan resiko 
bencana 

Dukungan pemerintahan 
pusat dan daerah dalam 
kebijakan 
penanggulangan bencana 
pembangunan daerah 

Belum optimalnya koordinasi 
SKPD/UKPD dalam tiga 
tahapan penanggulangan 
bencana  

Kepala BPBD ex officio 
Sekda Provinsi DKI 
Jakarta 
 

Pelaksanaan 
Penanggulangan Bencana 
masih cenderung bersifat 
sektoral 

Dukungan adanya 
kebijakan Pemerintah 
Daerah tentang 
pengelolaan 
penanggulangan bencana 

Belum optimalnya 
pengelolaan data dan 
informasi bencana yang 
disampaikan kepada 
masyarakat dan stake holder 
lainnya. 

Masyarakat Jakarta dan 
stake holder lainnya turut 
aktif dalam memantau dan 
menginformasikan 
bencana dan potensi 
bencana dilapangan 

Kompetensi pegawai terkait 

fungsi penanggulangan 

bencana masih rendah  

Dukungan BPSDM dan 
BNPB dalam 
meningkatkan kompetensi 
penanggulangan bencana 

.  Belum terpenuhinya sarana 
prasarana penanggulangan 
bencana 

Tersedianya dukungan 
APBD melalui dinas-dinas 
teknis 

 

3.3  Penentuan Isu-isu Strategis 

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan BPBD Provinsi 

DKI Jakarta, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan 

telahaan RTRW maka perumusan isu-isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2018-2022 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada  

penyelenggaraan pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun yang 

akan datang. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang 

memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah.  

Dari hasil evaluasi capaian kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dan identifikasi 

permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah penanggulangan 

bencana yang belum terselesaikan, disebabkan belum optimalnya mitigasi 
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bencana yang dilakukan oleh SKPD terkait dan masih rendahnya kapasitas 

masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana. Sedangkan strategi utama 

BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah menjadikan kota tangguh dan masyarakat 

Jakarta berketahan terhadap  bencana dengan melakukan berbagai upaya 

pengurangan resiko bencana.BPBD Provinsi DKI Jakarta harus meningkatkan 

kapasitas masyarakat dan aparatur untuk mencapai masyarakat yang aman (dari 

ancaman bencana) seperti yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah yang 

pertama “Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, 

dengan memperkuat integrasi peran pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha 

dalam penanggulangan bencana. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah, visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian/Lembaga, 

dan RTRW maka dirumuskan isu-isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk5 

(lima) tahun ke depan sebagai berikut: 

1. Koordinasi antar OPD dan Lembaga terkait penanggulangan bencana; 

2. Kepedulian masyarakat terhadap pengurangan bencana; 

3. Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat terkait dengan penanggulangan 

bencana . 
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BAB 4 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab 3 merupakan dasar untuk 

menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Provinsi DKI Jakarta. 

Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan 

dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan 

cita-cita BPBD Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai upaya yang akan dilakukan 

selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan. 

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 

berfungsi untuk menentukan arah kerja BPBD dalam lima tahun yang akan datang. 

Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur BPBD harus mempedomani 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan.  

4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi DKI Jakarta 

Sesuai dengan isu-isu strategis, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki 

peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala 

daerah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung peran 

tersebut, BPBD harus mampu melakukan upaya-upaya pengurangan resiko 

bencana melalui peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat Jakarta 

terutama di daerah rawan bencana,  melalui penanganan bencana maupun 

pemulihan, memberikan fasilitasi aman bencana terhadap fasilitas publik,  

membentuk Kelurahan Tangguh bencana dengan memberdayakan masyarakat di 

lokasi rawan bencana, serta meningkatkan sistem informasi kebencanaan yang 

terintegrasi. Dengan mempertimbangkan peran diatas, yang akhirnya diharapkan 

masyarakat Jakarta tangguh dan berketahanan menghadapi bencana, sehingga  

sararan jangka menengah yang ingin dicapai adalah mewujudkan pengurangan 

resiko bencana melalui : 

1. Persentase relawan serta potensi masyarakat lainnya yang mendapatkan 

pelatihan penanggulangan bencana. 

2. Persentase aparatur dan masyarakat yang diberikan pemahaman terhadap 

upaya pengurangan risiko bencana di kelurahan. 

3. Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan. 

4. Persentase  fasilitas publik dan gedung bertingkat aman bencana yang 

diberikan pembinaan. 
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5. Persentase pembinaan implementasi sekolah/madrasah aman bencana. 

6. Jumlah kebijakan dan kebijakan teknis pengurangan Risiko Bencana yang 

disusun. 

7. Persentase pendampingan fisik dan sosial ekonomi pasca bencana sesuai 

rekomendasi hasil assesment. 

8. Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai  standar  kebutuhan  dalam  

waktu 1 kali 24 jam. 

9. Persentase Kaji cepat bencana yang diselesaikan. 

10. Presentase informasi rencana aksi strategis daerahyang disebarluaskan. 

11. Persentase penyampaian data dan informasi kebencanaan pada pra, tanggap 

dan pasca bencana kepada masyarakat dan kepada pengambil keputusan 

dan/ atau pembuat kebijakan. 

12. Persentase Service Level (SL) layanan pengaduan melalui call center 112. 

 

Gambar 4.1. Keterkaitan Tujuan Renstra BPBD  
dengan RPJMD 2018-2022 

 

 

VISI RPJMD 
Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat 
Dalam Mewujudkan Keberadaan, Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi 

Semua 

MISI ke- 1  RPJMD 
 
Menjadikan Jakarta kota yang aman, 
sehat, cerdas, berbudaya, dengan 
memperkuat nilai-nilai keluarga dan 
memberikan ruang kreativitas melalui 
kepemim-pinan yang melibatkan, 
mengge-rakkan dan memanusiakan. 

 

Tujuan Renstra  

Mewujudkan Masyarakat dan Kota 
Jakarta Berketahanan Terhadap 

Bencana 
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Perumusan tujuan tersebut sudah mempertimbangkan keselarasan dengan 

RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 seperti yang digambarkan pada 

Gambar 4.1. Keselarasan antaradokumen Renstra SKPD dengan RPJMD 

penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap SKPD. Tujuan 

jangka menengah BPBD mendukung misi ke-1 RPJMD. 

Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh BPBD dalam 

lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap unsur BPBD bekerja dengan 

mempedomani tujuan tersebut. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan 

harus mempertimbangkan kaitannya dengan pencapaian tujuan BPBD jangka 

menengah. 

Sedangkan sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka “Pengurangan 

resiko bencana di DKI Jakarta ” yaitu : 

Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana melalui Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan, Pemulihan Pasca Bencana, Penanganan terhadap Kejadian 

Bencana saat Tanggap Darurat, dan Pengelolaan Informasi Bencana. Sebagai 

salah satu instrumen monitoring, maka setiap sasaran memiliki indikator dan 

target capaian. Pencapaian target sasaran akan menjadi ukuran kinerja BPBD 

setiap  tahunnya. Ringkasan tujuan, sasaran, indikator, dan target terdapat dalam 

Tabel dibawah ini : 

 
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

BPBD Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2018-2022  

No Tujuan Sasaran Indikator 
Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada 
Tahun ke- 

Indikator 

Tujuan 
2018 2019 2020  2021 2022 

1. Meningkatnya 

kesiapsiagaan 

pelayanan 

kebencanaan 

BPBD Provinsi 

DKI Jakarta 

Terwujudnya 

Jakarta Kota 

Tangguh 

Bencana 

Indeks 
Kesiapsiagaan 
Pelayanan 
Kebencanaan 
Daerah (BPBD) 

1.86 1.97 2.08 2.19 2.3 mewujudkan kota 

Jakarta yang 

mampu beradaptasi 

dengan ancaman 

bencana  

2. Terwujudnya 

tata kelola 

pemerintahan 

dan keuangan 

Daerah yang 

transparan dan 

akuntabel 

Terwujudnya 

tata kelola 

pemerintahan 

dan keuangan 

Daerah yang 

transparan 

dan akuntabel 

Prosentase 

kualitas 

pelaksanaan 

anggaran 

N/A N/A 100 91 N/A Skor EKKPD  

Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah 
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BAB 5 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi 

yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi 

dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai 

upaya untuk mencapai tujuan  lima tahun kedepan. Dengan demikian, strategi 

merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta.  

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta untuk mewujudkan Tujuan 

dan Sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, tingkat pencapaiannya 

dapat diukur dari Indikator Tujuan dan Sasaran sebagai berikut : 

1. Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah sampai dengan tahun 

2022 meningkat; 

2. Prosentase kualitas pelaksanaan anggaran dan Skor EKKPD  Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meningkat. 

Gambar 5.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 
BPBD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

Terdapat 3 Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan 

 

Tujuan 

Mewujudkan masyarakat  dan 

kota Jakarta  yang 

berketahanan terhadap 

bencana  

Sasaran 1: 

Meningkatnya Indeks Kesiapsiagaan 

Pelayanan Kebencanaan Daerah 
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan 3 (tiga) strategi, dengan 

penjelasan masing-masing strategi dan tabel sebagai berikut : 

1. Memaksimalkan dan pengintegrasian upaya Pengurangan risiko bencana. 

Pengurangan resiko bencana menjadi tolok ukur yang utama dalam mewujudkan 

kota dan masyarakat tangguh bencana. Pencapaian ini harus meningkatkan 

kapasitas  masyarakat Jakarta terutama yang berada di wilayah rentan terhadap 

bencana, menyediakan fasilitas publik yang memadai, membentuk kelurahan 

tanggguh bencana serta pemberdayaan masyarakat, stake holder yang difasilitasi 

oleh system informasi kebencanaan,sehingga arah kebijakan mencapai kota dan 

masyarakat yang berketahanan terhadap bencana adalah : 

a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah 

b. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara lintas sektoral dan 

terintegrasi 

c. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan 

penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, 

dan akurat 

d. Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas 

umum terhadap resiko/ ancaman bencana. 

2. Optimalisasi pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana. 

Penanganan darurat bencana dan pasca bencana dilaksanakan secara terpadu 

oleh instansi terkait melalui koordinasi BPBD Provinsi DKI Jakarta yang diawali 

pelaksanaan asesment untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada saat 

bencana.Demikian hal nya pengendalian pada pasca bencana dilaksanakan 

asesment untuk mengetahui jumlah kerusakan dan kerugian  untuk ditindaklanjuti 

oleh SKPD terkait, sehingga arah kebijakan adalah :  

a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan 

masyarakat dalam  penanggulangan bencana 

b. Meningkatkan jumlah petugas kaji cepat saat dan pasca bencana 

c. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan logistik 

d. Mengoptimalnya pengendalian ketika terjadi bencana 

e. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi teknologi pasca bencana. 
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3. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD 

Kelembagaan BPBD masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan sarana 

prasarana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan 

keberadaan kelembagaan BPBD masih baru terbentuk dan tidak mempunyai 

perpanjangan    tangan    di tingkat kota/kabupaten, sehingga arah kebijakan 

adalah :  

a. Menyesuaikan komposisi jumlah pegawai dalam jabatan berdasarkan hasil 

Analisis Beban Kerja (ABK) 

b. Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan bencana 

c. Menyiapkan SDM yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan 

resiko bencana 

d. Monitoring kinerja organisasi yang ada berdasarkan kebutuhan 

e. Meningkatkan ketersediaan memadainya sarana dan prasarana kerja 

 
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  

BPBD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 

 
 

Tujuan 

 

Sasaran 

 

Strategi 

 

Arah Kebijakan 

1 2 3 4 

Meningkatnya 

kesiapsiagaan 

pelayanan 

kebencanaan 

BPBD Provinsi 

DKI Jakarta  

Terwujudnya 

Jakarta Kota 

Tangguh 

Bencana  

1. Memaksimalkan 
dan 
pengintegrasian 
upaya 
Pengurangan 
risiko bencana 

 
1.1.   Menyusun       dan mengembangkan 

kebijakan penanggulangan bencana 
daerah 

1.2.   Menyelenggarakan penanggulangan 
bencana secara lintas sektoral dan 
terintegrasi 

1.3.   Optimalisasi pengelolaan data dan 
informasi penanggulangan bencana 
dan penanganan layanan komunikasi 
kedaruratan secara sistematis, 
terintegrasi, dan akurat 

1.4.   Meningkatkan    pemahaman pemilik 
dan pengelola gedung tinggi dan 
fasilitas umum terhadap resiko/ 
ancaman bencana 

 

  2. Optimalisasi 
pelaksanaan 
penanganan 
darurat dan 
pasca 
bencana 

2.1. Meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan teknis aparat pemerintah 
dan masyarakat dalam  
penanggulangan bencana 

2.2. Meningkatkan jumlah petugas kaji 
cepat saat dan pasca bencana 

2.3. Mengoptimalkan ketersediaan 
peralatan dan logistik 

2.4. Mengoptimalnya pengendalian ketika 
terjadi bencana 
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2.5. Meningkatkan pemanfaatan sistem 
informasi teknologi pasca bencana. 

2.6. Meningkatkan ketersediaan 
memadainya sarana dan prasarana 
kerja 

  3. Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 
BPBD 

a. Menyesuaikan komposisi jumlah 
pegawai dalam jabatan berdasarkan 
hasil Analisis Beban Kerja (ABK) 

b. Meningkatkan kompetensi pegawai 
di bidang penanggulangan bencana 

c. Menyiapkan SDM yang ahli dalam 
penelitian dan pengembangan 
pemetaan resiko bencana 

d. Monitoring kinerja organisasi yang 
ada berdasarkan kebutuhan 

e. Meningkatkan ketersediaan 
memadainya sarana dan prasarana 
kerja 

Terwujudnya tata 
kelola 
pemerintahan dan 
keuangan Daerah 
yang transparan 
dan akuntabel 

Prosentase 

kualitas 

pelaksanaan 

anggaran 
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BAB 6 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  

SERTA PENDANAAN INDIKATIF 

 

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa 

upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap 

tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam 

RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022. Akan tetapi ada masa peralihan yaitu 

saat penyusunan anggaran tahun 2018, masih mengacu pada RPJMD periode 2013-

2017 karena RPJMD 2018-2022 masih proses penyusunan. Menghadapi masa 

peralihan ini maka program yang digunakan BPBD dalam menyusun Rencana Kerja 

Tahun 2018 mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang 

Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2018. Kebijakan ini mengakibatkan adanya perbedaan program dan indikator program 

yang digunakan pada tahun 2018 dengan tahun 2018-2022.  

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat 

daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada 

Tabel dibawah ini : 

Tabel 6.1.Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dan Program BPBD 

No Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program PD 

Mewujudkan Kota dan Masyarakat Jakarta yang berketahanan terhadap bencana 

1. Terwujudnya Jakarta 
Kota Tangguh 
Bencana Dampak 
Bencana  

Memaksimalkan dan 
pengintegrasian 
upaya Pengurangan 
risiko bencana  
 

1.Meningkatkan 
kualitas kesadaran/ 
pemahaman  aparat 
dan masyarakat 
terhadap 
penanggulangan 
bencana 

2.Menyusun dan 
mengembangkan 
kebijakan 
penanggulangan 
bencana daerah 

3.Menyelenggarakan 
penanggulangan 
bencana secara lintas 
sektoral dan 
terintegrasi 

4.Optimalisasi 
pengelolaan data dan 
informasi 

Program 
Penanggulangan 
Bencana 
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penanggulangan 
bencana dan 
penanganan layanan 
komunikasi 
kedaruratan secara 
sistematis, 
terintegrasi, dan 
akurat 

5.Meningkatkan 
pemahaman pemilik 
dan pengelola 
gedung tinggi dan 
fasilitas umum 
terhadap resiko/ 
ancaman bencana  

  Optimalisasi 
pelaksanaan 
penanganan darurat 
dan pasca bencana  
 

1.Meningkatkan 
kapasitas dan 
kemampuan teknis 
aparat pemerintah 
dan masyarakat 
dalam  
penanggulangan 
bencana 

2.Meningkatkan jumlah 
petugas kaji cepat 
saat dan pasca 
bencana 

3.Mengoptimalkan 
ketersediaan 
peralatan dan logistik  

4.Mengoptimalnya 
pengendalian ketika 
terjadi bencana 

5.Meningkatkan 
pemanfaatan sistem 
informasi teknologi 
pasca bencana 

Program 
Penanggulangan 
Bencana 

  Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan BPBD 

1.Menyesuaikan 
komposisi jumlah 
pegawai dalam 
jabatan berdasarkan 
hasil Analisis Beban 
Kerja (ABK 

2.Meningkatkan 
kompetensi pegawai 
di bidang 
penanggulangan 
bencana 

3.Menyiapkan SDM 
yang ahli dalam 
penelitian dan 
pengembangan 
pemetaan resiko 
bencana 

4.Monitoring kinerja 
organisasi yang ada 
berdasarkan 
kebutuhan 

5.Meningkatkan 
ketersediaan sarana 
dan prasarana kerja 

1. Program 
Pengelolaan 
Perkantoran 

 
2. Program 

Pengelolaan 
Kenderaan 
Operasional 
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6.1  Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja 

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang 

mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh BPBD Provinsi 

DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan 

karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun 

begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan 

peran BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah 

Provinsi DKI Jakarta.  

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dintentukan program dan 

kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. 

Selanjutnya program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan 

dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan periode masa berlaku renstra.  

Program yang digunakan pada rencana kerja BPBD tahun 2018  maupun 

2018-2022 memiliki program yang sama, yaitu 4 program, hanya indikator 

programnya berbeda antara tahun 2018 dan 2018-2022, yaitu : 

1. Program dan indikator Program Tahun 2018  

a. Program Pengelolaan Resiko Bencana, dengan indikator program Persentase 

Mitigasi Resiko Bencana yang dilaksanakan 

b. Program Penanganan Bencana Daerah, dengan indikator program Severity 

rate/Tingkat Keparahan Bencana. 

2. Program dan Indikator Program Tahun 2018-2022 

a. Program Pengelolaan Resiko Bencana, dengan indikator program : 

1). Informasi kebencanaan yang disampaikan kepada masyarakat 

2).  Masyarakat dan Aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. 

3).  Implementasi fasilitas publik aman serta ketahanan masyarakat Jakarta 

terhadap bencana. 

b. Program Penanganan Bencana Daerah, dengan indikator program : 

1). Pendampingan yang dilakukan pada pasca bencana 

2). Kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 x 

24 jam. 

Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan 

Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel  dibawah ini :
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Tabel 6.2. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran  

dan Pendanaan Indikatif 

Tujuan Sasaran 
Ko
de 

Progam 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Progam 

(outcome) 
dan 

Kegiatan 
Output) 

Data 
Capaia
n pada 
Tahun 
Awal 

Perenc
anaan 

Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 
Unit 

Kerja 
Pera
ngkat 
Daer
ah 

Pena
nggu

ng 
Jawa

b 

Lokasi 

2018 2019 2020 2021 2022 
Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 
Targe

t 
Rp 

Tar
get 

Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Mewujud
kan Kota 
dan 
Masyara
kat 
Jakarta 
berketah
anan 
terhadap 
bencana 

Terwujudny
a Jakarta 

Kota Aman 
Bencana 

  Program 
Pengelol
aan 
Risiko 
Bencana 

Persentase 
Mitigasi 
Risiko 
Bencana 
yang 
Dilaksanak
an  

2,96 7,23 7.356.596.773 0 0 0 0 0 0 0 0 
7,2
3 

7.356.596.773 

  
 
 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 

      Pembinaa
n dan 
Pelatihan 
Relawan 
Serta 
Potensi 
Masyarak
at lainnya 

Jumlah 
Pembinaan 
dan 
Pelatihan 
Relawan 
Serta 
Potensi 
Masyarakat 
lainnya 

250 250 402.044.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 402.044.000 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 

 
 

DKI 
Jakarta 

      Penyusun
an 

Strategi 
Jakarta 
Sebagai 
Kota 
Tangguh 
Bencana 

Jumlah 
dokumen 

Strategi 
Jakarta 
Sebagai 
Kota 
Tangguh 
Bencana 

1 1 21.135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21.135.000 

  
 

 
 
 
 
BPBD 

 
 

 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       
Penyusun
an 
Standaris
asi 
Rumah 
Sakit dan 
Pasar 
Aman 
Bencana 

 
Jumlah 
dokumen 
Standarisasi 
Rumah 
Sakit dan 
Pasar Aman 
Bencana 

1 1 36.687.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36.687.500 

  
 
 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 

       
Pembinaa
n, 
Pendampi
ngan dan 
Simulasi 
Sekolah / 
Madrasah 
Aman 
Dari 
Bencana 
Serta 
Penyedia
an 
Perlengka
pannya 
 

 
Jumlah 
Pembinaan, 
Pendampin
gan dan 
Simulasi 
Sekolah / 
Madrasah 
Aman Dari 
Bencana 
Serta 
Penyediaan 
Perlengkap
annya 

50 30 375.587.490 0 0 0 0 0 0 0 0 50 375.587.490 

  
 
 
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
Piket 
Siaga 
Bencana 

 
Terselengg
aranya 
Piket Siaga 
Bencana 

365 365 197.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 365 197.925.000 

  
 
 
BPBD 

 
 

DKI 
Jakarta 

 
 

       
Penyedia
an 
Perlengka
pan 
Pendukun
g Gudang 
Logistik 
 

 
Jumlah 
Perlengkap
an 
Pendukung 
Gudang 
Logistik 

1 1 360.137.008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360.137.008 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

      Pembinaa
n 
Keluraha
n tangguh 
Bencana 

Jumlah 
Pembinaan 
Kelurahan 
tangguh 
Bencana 

20 20 26.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26.000.000 

  
 
BPBD 

 
DKI 

Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

      Penyusun

an 
Pergub 
tentang 
Sistem 
Komando 
Penagan
gan 
Darurat 
Bencana  

Jumlah 

dokumen  
Pergub 
tentang 
Sistem 
Komando 
Penangana
n Darurat 
Bencana 

1 1 34.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34.450.000 

  

 
 
 
 
BPBD 

 

 
 

 
DKI 

Jakarta 

      Penyusun
an 
Pergub 
tentang 
Standar 
kebutuha
n Dasar 
Bagi 
Korban 
Bencana 

 

Jumlah 
Dokumen 
Pergub 
tentang 
Standar 
kebutuhan 
Dasar Bagi 
Korban 
Bencana 

1 1 19.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.775.000 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 

 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 

       
Penyusun
an 
Pergub 
tentang 
Mekanis
me 
Penanga

nan 
Darurat 
Bencana 

 
Jumlah 
Penyusuna
n Pergub 
tentang 
Mekanisme 
Penangana
n Darurat 

Bencana di 
Provinsi DKI 
Jakarta 

1 1 19.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.775.000 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 

 
 

DKI 
Jakarta 

 
 

 

       
Pengemb
angan 
Sistem 
Peringata
n Dini 
Bencana 

 
Jumlah 
Pengemban
gan Sistem 
Peringatan 
Dini 
Bencana 

 

2 2 3.575.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.575.000.000 

  
 
 
BPBD 

 
 

DKI 
Jakarta 

 
 

      Pemelihar
aan DIMS 
dan 
Pengelola
an 
Website 
BPBD 

Jumlah 
DIMS yang 
dipelihara 
dan 
Website 
BPBD yang 
dikelola 12 12 501.534.225 0 0 0 0 0 0 0 0 12 501.534.225 

  
 
 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       
Evaluasi 
ISO 
9001:201
5 Pusat 
Data 
Informasi 
Kebencan
aan 
BPBD 
 

 
Jumlah 
Evaluasi 
ISO 
9001:2015 
Pusat Data 
Informasi 
Kebencana
an BPBD 

2 2 69.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 69.000.000 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Pembaya
ran 
abodeme
n dan 
tagihan 
telepon 
call 
center 
112 
BPBD 

 
Jumlah 
Waktu 
Pembayara
n call center 
112 BPBD 12 12 527.999.897 0 0 0 0 0 0 0 0 12 527.999.897 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

      Penyedia
an dan 
perawata
n server 
penunjan
g 
penanggu
langan 
bencana 

Jumlah 
server 
penunjang 
Penanggula
ngan 
bencana 
dalam 
kondisi 
optimal 

4 4 409.065.930 0 0 0 0 0 0 0 0 4 409.065.930 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

      Desimina
si 
Informasi 
Kebencan
aan 

Jumlah data 
informasi 
kebencanaa
n melalui 
call center 
112 

4 4 549.480.723 0 0 0 0 0 0 0 0 4 549.480.723 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 

       
Perawata
n 
Peralatan 
Early 
Warning 
System 
(EWS)  

Jumlah 
peralatan 
Early 
Warning 
System 
(EWS) 

4 4 231.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 231.000.000 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

      Program 
Pengelol
aan 
Risiko 
Bencana 

  

7% 
25,47

% 
0  44,19% 

19.497.830.614 
 

66,92% 
22.312.519.266    

 
82% 

23.250.384.266 
 

100% 
24.126.439.266 

 
100
% 

89.187.173.412 
 

  
 
 
BPBD 

 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 

         
Persentase 
informasi 
kebencana
an yang 
disampaika
n ke 
masyarakat  
 

0 0 0 100 17.219.500.346 100 19.744.450.346 100 20.682.315.346 100 21.558.370.346 100 79.204.636.384 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Pemanfa
atan, 
pemelihar
aan dan 
pengemb
angan 
DIMS, 
EWS, 
Medsos, 
dan Call 
Center 
112 

 
Persentase 
Pengemban
gan DIMS, 
EWS, 
Medsos, 
dan Call 
Center 112 

0 0 0 10 7.441.500.000 10 8.185.650.000 9 9.004.215.000 9 9.695.270.000 38 34.326.635.000 

  
 
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Pemanfa
atan 
DIMS, 
EWS, 
Medsos, 
dan Call 
Center 
112 

 
Jumlah 
Pemanfaata
n DIMS, 
EWS, 
Medsos, 
dan Call 
Center 112 

12 12 0 12 8.358.519.306 12 10.139.319.306 12 10.258.619.306 12 10.443.619.306 12 39.200.077.224 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 
 

      Penyedia
an 
komunika
si, 
informasi, 
dan 
edukasi 
kebencan
aan di 
fasilitas 
publik 

Jumlah 
yang 
tersedia 
komunikasi, 
informasi, 
dan edukasi 
kebencanaa
n di fasilitas 
publik 

0 0 0 20 42.000.420 20 42.000.420 20 42.000.420 20 42.000.420 20 168.001.680 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       
Evaluasi 
ISO 
9001:201
5 Pusat 
Data 
Informasi 
Kebencan
aan 
BPBD  

 
Jumlah  
Evaluasi 
ISO 
9001:2015 
Pusat Data 
Informasi 
Kebencana
an BPBD  

2 0 0 2 69.000.000 2 69.000.000 2 69.000.000 2 69.000.000 8 276.000.000 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Pembaya
ran 
abodeme
n dan 
tagihan 
telepon 
call 
center 
112 
BPBD 

 
Jumlah 
waktu 
pembayara
n   kegiatan 
call center 
112 BPBD 

12 12 0 12 527.999.897 12 527.999.897 12 527.999.897 12 527.999.897 12 2.111.999.588 

 
 
 
  
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 

       
Desimina
si 
Informasi 
Kebencan
aan 

 
Jumlah data 
informasi 
kebencanaa
n yang 
disampaika
n melalui 
call center 
112 

4 16 0 4 549.480.723 4 549.480.723 4 549.480.723 4 549.480.723 16 2.197.922.892 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 

       
Perawata
n 
Peralatan 
Early 
Warning 
System 
(EWS) 

 
Terpelihara
nya 
Peralatan 
Early 
Warning 
System 
(EWS) 

4 16 0 4 231.000.000 4 231.000.000 4 231.000.000 4 231.000.000 16 924.000.000 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 

        Persentase 
masyarakat 
dan 
aparatur 
yang 
dilatih 
dalam 
penyeleng
garaan 
penanggul
angan 
bencana  

0,38 4,27 0 0,54 1.469.011.708 0,62 1.758.750.360 0,7 1.758.750.360 0,78 1.758.750.360 
0,7
8 

6.745.262.788 

  
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       
Pembinaa
n 
Masyarak
at dan 
Aparatur 
Sipil 
Negara di 
Lingkung
an 

Tangguh 
bencana 

 
Jumlah  
peserta 
Pembinaan 
dan 
Pelatihan 
Relawan 
Serta 
Potensi 
Masyarakat 

lainnya 

250 1000 0 250 807.160.800 250 807.160.800 250 807.160.800 250 807.160.800 
100

0 
3.228.643.200 

  
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Peningkat
an 
kapasitas 
penanggu
langan 
bencana 
bagi 
masyarak
at dan 
aparatur 

 
Jumlah 
peserta  
Peningkata
n kapasitas 
penanggula
ngan 
bencana 
bagi 
masyarakat 
dan 
aparatur 
 

0 50 0 50 217.175.933 50 144.428.760 50 144.428.760 50 144.428.760 250 650.462.213 

  
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

      Pembinaa
n dan 
peningkat
an 
kapasitas 
aparatur, 
relawan 
serta 
potensi 
masyarak
at lainnya 
dalampen
yelenggar
aan 
Penangg
ulangan 
Bencana 

Jumlah 
Pembinaan 
dan 
peningkatan 
kapasitas 
aparatur 
relawan 
serta 
masyarakat 
dalam 
penyelengg
araan 
penanggula
ngan 
bencana 

250 1000 0 250 444.674.975 250 807.160.800 250 807.160.800 250 807.160.800 
100

0 
2.866.157.375 

  
 
 
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

        Presentase 
Implement
asi 
Fasilitas 
Publik 
Aman serta 
Ketahanan 
Masyarakat 
Jakarta 
Terhadap 
Bencana 

6,58 0 0 19,75 809.318.560 26,33 809.318.560 32,92 809.318.560 39,5 809.318.560 
39,
5 

3.237.274.240 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       
Peningkat
an 
Kapasitas 
dan 
Simulasi 
Penangg
ulangan 
Bencana 
Pada 

Fasilitas 
Publik 
dan 
Gedung 

 
Jumlah 
peserta 
Peningkata
n Kapasitas 
dan 
Simulasi 
Penanggula
ngan 
Bencana 

Pada 
Fasilitas 
Publik dan 
Gedung 

0 40 0 10 259.050.000 10 259.050.000 10 259.050.000 10 259.050.000 40 1.036.200.000 

  
 
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Pembuat
an peta 
kawasan 
rawan 
bencana 

 
Jumlah peta 
kawasan 
rawan 
bencana 

20 0 0 20 19..200.000 20 19.200.000 20 19.200.000 20 19.200.000 20 76.800.000 BPBD 

 
 

DKI 
Jakarta 

       
Pembinaa
n dan 
Pendampi
ngan 
serta 
simulasi 
Sekolah 
Madrasah 
Aman 
Bencana  

 
Jumlah 
peserta 
yang 
dilakukan 
Pendampin
gan serta 
simulasi 
Sekolah 
Madrasah 
Aman 
Bencana 
 

30 0 0 30 531.068.560 30 531.068.560 30 531.068.560 30 531.068.560 150 2.124.274.240 

  
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Program 
Penangg
ulangan 
Bencana 

Severity 
rate/ 
Tingkat 
Keparahan 
Bencana 

0 0 1.593.386.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.593.386.604 

  
 
 
BPBD 

 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 

      Review 
Rencana 
Kontijensi 
Bencana 
Banjir 

Jumlah data 
Review 
Rencana 
Kontijensi 
Bencana 
Banjir 

1 1 32.097.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32.097.500 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

      Penyedia

an Bufer 
Logistik 
dan 
Peralatan 
Penangg
ulangan 
Bencana 

Jumlah 

Bufer 
Logistik dan 
Peralatan 
Penanggula
ngan 
Bencana 
yang 
tersedia 

5 5 658.049.744 0 0 0 0 0 0 0 0 5 658.049.744 

  

 
 
 
BPBD 

 

 
 

DKI 
Jakarta 

      Peningkat
an 
Kapasitas 
Relawan 
Dalam 
Kajian 
Kebutuha
n Pasca 
Bencana 
(JITU 
PASNA) 

Presentase 
Peningkata
n Kapasitas 
Relawan 
Dalam 
Kajian 
Kebutuhan 
Pasca 
Bencana 
(JITU 
PASNA) 

300 300 178.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 178.400.000 

  
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 

      FGD 
Fungsi 
Relawan 
dalam hal 
Penanga
nan 
Psikososi
al 

Jumlah 
FGD Fungsi 
Relawan 
dalam hal 
Penangann
an 
Psikososial 

5 5 58.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 58.600.000 

  
 
 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 
 
 
 

      Penyedia
an sarana 
Pendukun
g 
Pemuliha
n Fisik 
Pasca 
Bencana 

Jumlah 
sarana 
Pendukung 
Pemulihan 
Fisik Pasca 
Bencana 
yang 
tersedia 

1 1 171.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66.000.000 

  
 
 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 
 
 
 
 
 

      Penyedia
an 
Jaringan 
Komunika
si 
Penangg
ulangan 
Bencana 

Tersedianya 
Jaringan 
Komunikasi 
Penanggula
ngan 
Bencana 

6 6 392.931.400 0 0 0 0 0 0 0 0 6 392.931.400 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       
Peningkat
an 
Kapasitas 
dan 
Simulasi 
Penangg
ulangan 
Bencana 
Pada 
Fasilitas 
Publik 
dan 
Gedung 
Serta 
Manajem
en dan 
Siswa 
Yayasan / 

Sekolah 
Penyanda
ng 
Disabilita
s 
 

 
Jumlah 
Fasilitas 
Publik dan 
Gedung 
Serta 
Manajemen 
dan Siswa 
Yayasan / 
Sekolah 
Penyandan
g Disabilitas 
yang 
dilakukan 
peningkatan 
kapasitas 
dan 
simulasi 
penanggula

ngan 
bencana 

13 13 207.307.960 0 0 0 0 0 0 0 0 13 207.307.960 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Progam 
Penangg
ulangan 

Bencana 

 
Pesentase 
Pendampin
gan yang 

dilaksanak
an pada 
pasca 
bencana 

11 0 0 100 364.283.400 100 854.453.400 100 863.403.400 100 765.903.400 100 1.656.785.200 

  
 
 
 

BPBD 

 
 
 

DKI 

Jakarta 

       
Pemibina
an 
Masyarak
at Dalam 
Pemuliha
n Pasca 
Bencana 

 
Jumlah 
lokasi 
Pembinaan 
Masyarakat 
Pasca 
Bencana 

0 0 0 11 350.233.400 11 350.233.400 11 350.233.400 11 350.233.400 11 1.400.933.600 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 
 

       
Penyedia
an sarana 
prasarana 
Rehabilita
si dan 
Rekonstr
uksi 

 
Jumlah 
sarana 
prasarana 
Rehabilitasi 
dan 
Rekonstruk
si yang 
disediakan 

1 0 0 0 0 4 171.050.000 0 0 5 82.500.000 5 253.550.000 

  
 
 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       
Pelatihan 

Relawan 
dalam hal 
Penanga
nan 
Psikososi
al 

 
Jumlah 

Relawan 
Yang dilatih 
dalam hal 
Penangana
n 
Psikososial 
 

0 0 0 0 0 3 giat 50.000.000 3 giat 50.000.000 3 giat 50.000.000 
9 

giat 
150.000.000 

  
 

 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 

       
Penyedia
an sarana 

pendukun
g 
psikososi
al 

 
Jumlah 
sarana 

pendukung 
psikososial 
yang 
tersedia 
 

1 0 0 0 0 4 item 197.925.000 4 item 197.925.000 4 item 197.925.000 
4 
ite
m 

593.775.000 

  
 
 

 
BPBD 

 
 

 

DKI 
Jakarta 

       
Review 
Rencana 
Kontijensi 
Bencana 
Banjir  

 
Jumlah data 
Review 
Rencana 
Kontijensi 
Bencana 
Banjir  

1 0 0 1 14.050.000 1 14.050.000 1 14.050.000 1 14.050.000 1 56.200.000 

  
 
 
BPBD 

 
 

DKI 
Jakarta 

       
pendampi
ngan 
masyarak
at pasca 
bencana 

 
Jumlah 
Assesmen 
dan 
pendamping
an 
masyarakat 
pasca 
bencana 

11 % 0 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 
100 
% 

0 
100 
% 

0 

  
 
 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 

    
Peningkat
an 
Kapasitas 
Relawan 
Dalam 
Kajian 
Kebutuha
n Pasca 
Bencana 
(JITU 
PASNA) 

 
resentase 
Peningkata
n Kapasitas 
Relawan 
Dalam 
Kajian 
Kebutuhan 
Pasca 
Bencana 
(JITU 
PASNA) 

10 
kegiat

an 
0 0 0 0 

10 
kegiatan 

178.400.000 
10 

kegiatan 
178.400.000 

10 
kegiat

an 
178.400.000 

40 
keg
iata
n 

535.200.000 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

      Progam 
Penangg
ulangan 
Bencana 

Presentase 
kebutuhan 
dasar 
pengungsi 
sesuai 
standar 
kebutuhan 
dalam 
waktu 1 
kali 24 jam 

100 100 0 100 4.723.778.750 100 4.931.713.750 100 4.931.713.750 100 5.920.476.856 100 9.606.813.803 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       
Piket 
Siaga 
Bencana  

 
Jumlah hari 
Piket Siaga 
Bencana  

365 365 0 365 197.925.000 365 207.935.000 365 207.935.000 365 207.935.000 365 821.730.000 

  
 
BPBD 

 
DKI 

Jakarta 
 

       
Penyedia
an Bufer 
Logistik 
dan 
Peralatan 
Penangg
ulangan 
Bencana 

 
Jumlah 
Bufer 
Logistik dan 
Peralatan 
Penanggula
ngan 
Bencana 
yang 
tersedia 
 

0 0 0 1 4.525.853.750 1 4.525.853.750 1 4.525.853.750 1 4.525.853.750 1 18.103.415.000 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 

 
 

DKI 
Jakarta 

 
 
 
 
 
 

      Penyedia
an 
peralatan 
penyelen
ggaraan 
penanggu
langan 
bencana 

Jumlah 
peralatan 
yang 
disediakan 
bagi 
pengungsi 
dalam 
penyelengg
araan 
penanggula
ngan 
bencana 
 

0 0 0 0 0 1  197.925.000 1 197.925.000 0 0 1 395.850.000 

  
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 

 
 
 

DKI 
Jakar 

Ta 
 
 
 
 
 
 

       
Kaji cepat 
cakupan 
wilayah, 
jumlah 
korban, 
dan 
kebutuha
n dasar 

 
Jumlah Kaji 
cepat 
cakupan 
wilayah, 
jumlah 
korban, dan 
kebutuhan 
dasar 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 

 
DKI 

Jakarta 
 
 
 
 

       
Penyedia
an 
Jaringan 
Komunika
si 
Penangg
ulangan 
Bencana 

 
Jumlah 
Jaringan 
Komunikasi 
Penanggula
ngan 
Bencana 
yang 
tersedia 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 988.763.106 1 988.763.106 

  
 
 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

      Progam 
Pening
katan 
dan 
Pengel
olaan 
Kantor 
Urusan 
Ketentr
aman 
an 
Keterti
ban 
Umum 
serta 
perlind
ungann
ya 
Masyar
akat 
SKPD/
UKPD 
Penang
gulang
an 
Bencan
a 
Daerah 

Indeks 
Kepuasa
n 
Pelayana
n Kantor 

1 3 1.149.977.803 3 1.019.322.288 3 1.234.764.230 4 1.201.588.088 4 11.856.229.115 4 16.461.881.524 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DKI 
Jakarta 

      Penyedi
aan alat 
tulis 
kantor 

Jumlah 
alat tulis 
kantor  
yang 
tersedia 

0 0 72.943.195 60 182.104.368 60 182.104.368 60 182.104.368 60 182.104.368 60 
 

801.360.667 
 

  
 
BPBD 

 
DKI 

Jakarta 

      Penyedi
aan 
sewa 
mesin 
foto 
copy 

Jumlah 
unit 
mesin 
foto copy 
yang 
disewa 

6 2 79.200.000 2 79.200.000 2 79.200.000 2 79.200.000 2 79.200.000 2 2.538.107.500 

  
 
 
BPBD 

 
DKI 

Jakarta 

      Penyedi
aan 
makana
n dan 
minuma
n 

Presentas
e 
penyedia
an 
pelaksan
aan 
kegiatan 
rapat dan 
minum 
pegawai 

1 1 110.000.000 1 113.977.930 1 113.977.930 1 113.977.930 1 113.977.930 1 565.911.720 

  
 
 
 
BPBD 

 
  
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

      Penyedi
aan 
jasa 
administ
rasi 
keuang
an 

Jumlah 
unit 
penyedia
an 
administr
asi 
keuangan 

12 12 1.270.500 12 4.043.150 12 1.270.500 12 4.043.150 12 1.270.500 12 11.897.800 

  
 
 
BPBD 

 
 

DKI 
Jakarta 

      Penyedi
aan 
Jasa 

Telepon
, Air, 
Listrik 
dan 
Internet 
(TALI) 
UPT 

Jumlah 
sarana 
internet 

dalam 
penyelen
ggaraan 
adminitra
si 
perkantor
an 
 

12 12 528.121.000 12 528.121.000 12 528.121.000 12 528.121.000 12 528.121.000 12 2.640.605.000 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 

 
 

DKI 
Jakarta 

      Pemelih
araan 
peralata
n dan 
perleng
kapan 
kerja 

Jumlah 
peralatan 
dan 
perlengka
pan kerja 
yang 
dipelihara 

12 12 10.000.000 2 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 50.000.000 

  
 
 
 
BPBD 

 
 

 
DKI 

Jakarta 

      Penyedi
aan 
sewa 
mesin 
foto 
copy 
(UPT) 

Jumlah 
unit 
mesin 
foto copy 
yang 
disewa 
 

12 12 41.061.240 12 41.061.240 12 41.061.240 12 41.061.240 12 41.061.240 12 538.001.700 

  
BPBD 

 
 

DKI 

Jakarta 

      Penyedi
aan 
makana
n dan 
minuma
n (UPT) 

Presentas
e 
pelaksan
aan 
Makan - 
Minum 
Rapat, 
Makanan 
Tambaha
n 
Operator 
dan 
Kebutuha
n RT 
Pusdatin 
 

1 1 10.607.300 1 21.214.600 1 42.429.200 1 84.858.400 1 232.176.164 1 391.285.664 

  
 
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

 
 

DKI 
Jakarta 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiis-eK34nSAhUJqI8KHbkzBRQQjRwIBw&url=https://fajarglorian.wordpress.com/2013/01/23/arti-lambang-provinsi-dki-jakarta/&bvm=bv.146786187,d.c2I&psig=AFQjCNEkrQfOtLkY0SykbNfUb1wuUStKEA&ust=1486960873671378


Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022  
 

79 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       
Penyedi
aan 
peralata
n rumah 
tangga 

 
Jumlah 
peralatan 
Kebutuha
n Rumah 
Tangga 
Kantor 
yang 
tersedia 
 

12 12 39.600.000 12 39.600.000 12 39.600.000 12 39.600.000 12 50.000.000 12 208.400.000 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

      Pemind
ahan 
Barang 
dan 
Dokume
n 
Kantor 
 

Jumlah 
distribusi 
Barang 
dan 
Dokumen 
Kantor 

0 1 47.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47.000.000 

  
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

      Penyedi
aan 
Perleng
kapan 
Kerja 
Penang
gulanga
n 
Bencan
a 
 

Jumlah 
Perlengka
pan Kerja 
Penangg
ulangan 
Bencana 
yang 
tersedia 

1 1 11.049.368 0 0 1 197.000.000 1 197.000.000 1 197.000.000 1 311.049.368 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Penyus
unan 
Renstra 
SKPD 
Badan 
Penang
gulanga
n 
Bencan
a 
Daerah 
Provinsi 
DKI 
Jakarta 
Tahun 
2018-
2022 
 

 
Jumlah 
dokumen 
renstra 
SKPD 
2018-
2022 
yang 
disusun 

1 1 33.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.600.000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

      Penyedi
aan 
Sarana 
dan 
Prasara
na 
Pelayan
an 
Pusat 

Data 
dan 
Informa
si 
Kebenc
anaan 

Jumlah 
Sarana 
dan 
Prasaran
a 
Pelayana
n Pusat 
Data dan 
Informasi 

Kebencan
aan 

1 1 131.925.200 0 0 0 0 0 0 1 10.421.317.913 1 10.553.243.113 

  
 
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Pemelih
araan 
KDO/K

DO 
Khusus 

 
Jumlah 
KDO/KD
O Khusus 

yang 
dipelihara 
 
 

1 1 33.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.600.000 

  
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Progam 
Pengel
olaan 
Kendar
aan 

Operasi
onal 
Urusan 
Ketentr
aman 
dan 
Keterti
ban 
Umum 
serta 
Perlind
ungan 
Masyar
akat 
SKPD/ 
UKD 
Penang
gulang
an 
Bencan

a 
 

 
Ineks 
Kepuasa
n 
Pelayana
n 

Kendara
an 
Operasio
nal 

1 3 453.119.609 3 592.205.909 3 592.205.909 4 592.205.909 4 592.205.909 4 2.821.943.245 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

      Penyedi
aan 
BBM 
KDO/K
DO 
Khusus 
 

Jumlah 
BBM 
KDO/KD
O Khusus  12 12 68.342.000 12 186.091.200 12 186.091.200 12 186.091.200 12 186.091.200 12 812.706.800 

  
 
 
BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Penyedi
aan 
jasa 
perizina
n 
KDO/K
DO 
khusus 
 

 
Jumlah 
jasa 
perizinan  
KDO/KD
O khusus 

1 1 2.684.900 1 14.921.200 0 14.921.200 1 14.921.200 1 14.921.200 1 62.369.700 

  
 
 

 
BPBD 

 
 
 

 
DKI 

Jakarta 

      Penyedi
aan 
BBM 
KDO/K
DO 
Khusus 
(UPT) 

Jumlah 
BBM 
KDO/KD
O Khusus 12 12 19.202.400 12 28.303.200 12 28.303.200 12 28.303.200 12 28.303.200 12 132.415.200 

  
 
 

BPBD 

 
 
 

DKI 
Jakarta 

       
Pemelih
araan 
KDO/K
DO 
Khusus 

 
Jumlah 
unit 
KDO/KD
O Khusus 
yang 
dipelihara 
 
 

12 12 337.252.455 12 337.252.455 12 337.252.455 12 337.252.455 12 337.252.455 12 1.686.262.275 

  
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 

DKI 
Jakarta 

      Pemelih
araan 
KDO/K
DOK 
Pusat 
Data 
dan 
Informa
si 
Kebenc
anaan 
BPBD 

Jumlah 
unit 
KDO/KD
OK 
Pusdatin 
BPBD 
Provinsi 
DKI 
Jakarta 
yang 
dipelihara 

12 12 25.637.854 12 25.637.854 12 25.637.854 12 25.637.854 12 25.637.854 12 128.189.270 

  
 
 
 
 
BPBD 

 
 
 
 
 

DKI 
Jakarta 
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BAB 7 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

 

Bidang urusan yang diemban BPBD adalah urusan ketenteraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang penanggulangan bencana. 

Kinerja penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana  merupakan ringkasan 

dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini 

bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja 

program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. 

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Selain itu, instrumen tersebut juga 

akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD dalam 

rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja BPBD.  

Indikator Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta yang ditampilkan pada bab ini 

adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, misi, tujuan, sasaran, 

sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan 

komitmen BPBD untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama 

lima tahun ke depan.  

Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja 

BPBD  selama lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel. Seluruh indikator yang 

ditampilkan dalam tabel di bawah ini merupakan indikator program yang termuat dalam 

RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 

Tabel 7.1. Indikator Program BPBD Provinsi DKI Jakarta 
 

No. Indikator 

Kondisi 
pada 
Awal 

periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
Periode 
RPJMD 

Tahun 
1 

Tahun 
2 

Tahun 
3 

Tahun 
4 

Tahun 
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Persentase Mitigasi 
Risiko Bencana yang 
dilaksanakan 

 
2.96 

 
7.23 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7,23 

2. 

Persentase 
masyarakat dan 
aparatur terlatih 
dalam 

 
0.38 

 
0.46 

 
0 

 
0 

 
0 

0 
 

0.46 
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penanggulangan 
bencana 

3. 

Persentase informasi 
kebencanaan yang 
disampaikan ke 
masyarakat 

 
7% 

 
25.47 

 
44.19 

 
62.92 

 
82 

 
100 

 
100 

4. 

Persentase 
masyarakat dan 
aparatur yang dilatih 
dalam 
penyelenggaraan 
penanggulangan 
bencana 

 
0.38 

 
 

0.54 
 

0.62 
 

0.7 
 

0.78 
 

0.78 

5. 

Persentase 
Implementasi 
Fasilitas Publik Aman 
serta Ketahanan 
Masyarakat Jakarta 
terhadap Bencana 

 
6.58 

 
 

19.75 
 

26.33 
 

32.92 
 

39.5 
 

39.5 

6. 

Persentase 
pendampingan yang 
dilaksanakan pada 
pasca bencana 

 
11 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

7. 

Indeks kepuasan 
pelayanan kantor  

1 
 

3 
 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

8. 
Indeks kepuasan 
pelayanan kendaraan 
operasional 

 
1 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 
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BAB 8 

PENUTUP  

 

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2018-2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 

diturunkan dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022. Hal ini sesuai dengan 

tujuan disusunnya Renstra BPBD yaitu untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja 

dan ukuran keberhasilan kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, Renstra 

merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja BPBD 

tahun 2018-2022. 

Demi tercapainya tujuan jangka menengah BPBD, maka harus dilakukan 

monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil 

kinerja Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022. 

 

 

 

 

Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 

 

 

 

Drs. Jupan Royter, S. Tampubolon, M.Si 

NIP 196311091985031005 
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Tabel 1. Cara Penghitungan Indikator sasaran  

Indikator Sasaran Definisi Operasional Cara Penghitungan Keterangan 

1 2 3 4 

 
Indeks kesiapsiagaan pelayanan 

kebencanaan daerah 

 
Mengukur kesiapsiagaan 

pelayanan kebencanaan Provinsi 

DKI Jakarta, dengan 

menggunakan parameter 

 
BPBD (SDM 30%, Sarana dan Prasarana 

20% serta Kesiapsiagaan Masyarakat 

20%) 

Cara penghitungan : (%capaian x Bobot 

SKPD x Bobot parameter)/10 

Jumlah indeks tiap parameter (0 - 10) 

Rumus Dimensi kesiapsiagaan 

pelayanan kebencanaan daerah BPBD : 

1.  SDM :  

persentase petugas yg memiliki 

kemampuan (sosialisasi, penanganan 

kebencanaan, penanganan 

penghitungan kerugian, layanan data 

informasi dan layanan darurat call 

center 112) 

2.  Sarana dan Prasarana : persentase 

kesiapan peralatan (mobil, tenda, 

terpal, perahu, server, natura) 

3.   Kesiapsiagaan masyarakat Jakarta : 
persentase peningkatan layanan 
informasi kesiapsiagaan masyarakat 
di daerah rawan potensi bencana dan 
pemberdayaan masyarakat serta 
lembaga dalam penanggulangan 
bencana 

 
Kondisi Awal = 4,7% 

Target 2018 = 5,28% 

Target 2019 = 6,08% 

Target 2020 = 6,77% 

Target 2021 = 7,32% 

Target 2022 = 7,91% 
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Tabel 2. Cara Penghitungan Indikator Program 

 

 

 
No. 

 
Nama Program  

 
Indikator Program 

 
Definisi Operasional 

 
Cara Penghitungan 

 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1 Pengelolaan Risiko 

Bencana 

Persentase 

masyarakat dan 

aparatur yang 

dilatih dalam 

penyelenggaraan 

penanggulangan 

bencana 

Mengukur persentase 

masyarakat dan aparatur 

yang dilatih di wilayah DKI 

Jakarta dalam 

penyelenggaraan 

penanggulangan bencana 

Perkiraan pelatihan untuk ancaman bencana 
10.000.000 orang 
4 = jumlah anggota keluarga 

80 = jumlah KK dalam 1 RT 

8 = jumlah minimal RT dalam 1 RW 

30 = jumlah seluruh aparatur yg terdiri dari satpol 

pp, damkar, kelurahan, puskesmas 

(jumlah orang yg dilatih / jumlah penduduk 

Jakarta x 100%)  

1 orang dilatih diharapkan dapat menularkan ke 3 

orang dalam 1 keluarga (dgn asumsi 2 orang 

anak + pasangannya) 

Kondisi kinerja awal (0,38%) = 37600 orang yang 
terlatih /prakiraan jumlah penduduk 267 kelurahan 
dikali 100% (37600/10.000.000 X 100%)   
                                                                                             
Asumsi target kinerja setiap tahun meningkat 
0,1% = 2.500 orang x 4 orang dibagi 10.000.000 
penduduk X 100% 
(37600/10.000.000 X 100%) = 0,38 % 

Kondisi Awal = 0,38% 

Target pertahun = 1% 

pertahun 

Target tahun 2022 = 0,88% 
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  Persentase 

Implementasi 

Fasilitas Publik 

Aman serta 

Ketahanan 

Masyarakat Jakarta 

terhadap Bencana 

Fasilitas publik adalah 

fasilitas publik / umum 

yang dianggap rawan 

terhadap bencana. 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan dunia 

usaha adalah Pencapaian 

kegiatan bersama yang 

dilakukan BPBD dengan 

LSM (NGO) atau Dunia 

Usaha 

Jumlah yg dilakukan untuk implementasi sekolah 

aman + simulasi dan gladi fasilitas publik dibagi 

Total sekolah/madrasah dan gedung tinggi 

pemerintah dikali 100% 

(Bobot 60 %) 

Jumlah kegiatan kolaborasi antara BPBD dengan 

LSM / dunia usaha / relawan setiap tahun dibagi 

target 125 kegiatan dikali 100% 

(Bobot 40%)                                                                                   
Keterangan : 125 Kegiatan adalah target selama 
5 tahun                      
Asumsi Capaian Target akan bertambah sebesar 
4,8% setiap tahun karena akan melibatkan LSM 
maupun lembaga usaha 
Rumus : 

'50 + 25 : (1016 + 6701) x 0.4x100% = 0.58%  + 

(15 : 125 x 0,4 x 100%) = 4,80% 

Kondisi Awal 5,38% 

Target pertahun = 5,38% 

Target sampai 2022 = 

32,30% 

 

  Persentase 

informasi 

kebencanaan yang 

disampaikan ke 

masyarakat 

Mengukur persentase 

informasi kebencanaan 

yang disampaikan ke 

masyarakat 

Jumlah informasi yang disampaikan melalui EWS 

dibagi jumlah kelurahan dikali 100%                                                                             

Jumlah early warning system(AWS, AWLR,DWS) 

yang tersedia saat ini sebanyak 29 Unit di 18 

Kelurahan yang sudah terpasang EWS. Target 

kineja per tahun adalah akumulasi dari 

penambahan EWS.  

Rumus : 18 : 267 x 100% =  7% 

Kondisi Awal 7% 

Target pertahun = 18,72% 

Target 2022 = 100% 

2 Program 

Penanggulangan 

Bencana 

Persentase 

kebutuhan dasar 

pengungsi sesuai 

standar kebutuhan 

dalam waktu 1 kali 

24 jam 

Mengukur Persentase 

pemenuhan kebutuhan 

dasar pengungsi 

Standar kebutuhan 

pengungsi berdasarkan 

PP Nomor 21 tahun 2008  

1. Sandang     

2. Pangan     

Total pemenuhan kebutuhan dasar dibagi jumlah 

jenis standar kebutuhan dasar dikali 100 %     

Rumus :  

100 % = 6 : 6 X 100%        
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3. Pelayanan  Kesehatan      

4. Pelayanan   Psikososial       

5. Penampungan dan 

tempat hunian         

6. Kebutuhan air bersih 

dan sanitasi 

  Persentase 

pendampingan yang 

dilaksanakan pada 

pasca bencana 

Mengukur persentase 

pendampingan yang 

dilaksanakan pada pasca 

bencana  

Rumus : 

(Jumlah pendampingan yang dilaksanakan dibagi 

jumlah kejadian yang memerlukan pendampingan 

dikali 100 

Kondisi Awal 11% 

Target per tahun = 100% 

Kondisi Akhir 2022 = 100% 

  Program 

Peningkatan dan 

Pengelolaan Kantor 

Urusan 

Ketenteraman dan 

ketertiban umum 

serta perlindungan 

masyarakat 

SKPD/UKPD 

PENANGGULANGA

N BENCANA 

DAERAH 

indeks kepuasan 

pelayanan kantor 

Indeks Kepuasan 

Peningkatan dan 

Pengelolaan kantor 

berdasarkan realisasi 

keuangan penyerapan 

anggaran  

Rumus :  

(<= 25% bernilai 1; 25% - 50% bernilai 2; 50% - 

75% bernilai 3; 75% - 100% bernilai 4) 

Kondisi Awal = 1 indeks 

Target 2018 = 3 indeks 

Target 2019 = 3 indeks 

Target 2020 = 3 indeks 

Target 2021 = 4 indeks 

Target 2022 = 4 indeks 

 

  Program 

Pengelolaan 

Kendaraan 

Operasional Urusan 

Ketenteraman dan 

ketertiban umum 

serta perlindungan 

masyarakat 

SKPD/UKPD 

PENANGGULANGA

N BENCANA 

DAERAH 

 indeks kepuasan 

pelayanan 

kendaraan 

operasional 

Indeks Kepuasan 

Peningkatan dan 

Pengelolaan Kendaraan 

operasional berdasarkan 

realisasi keuangan 

penyerapan anggaran 

Rumus :  

(<= 25% bernilai 1; 25% - 50% bernilai 2; 50% - 

75% bernilai 3; 75% - 100% bernilai 4) 

Kondisi Awal = 1 indeks 

Target 2018 = 3 indeks 

Target 2019 = 3 indeks 

Target 2020 = 3 indeks 

Target 2021 = 4 indeks 

Target 2022 = 4 indeks 
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